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1 Rationale 
From year 2001-2008, Partnership has put continuous support for police institutional reform. The intervention was varied from building oversight community network until the renewal of each unit performance indicators with the total of 40 projects (mini grant-big scale grant) to various pol​ice related institution. 
After more than 7 years intervention, Partnership is obliged to undertake an impact assessment to see the real impact with particular attention to the strategies of project implementation and their effectiveness, efficiency, impact, relevance and sustainability. The impact assessment report will be submitted to the Partnership as track record and also will be used as a feedback and input for the future Partnership program.
The impact assessment shall conducted independently by hiring an external assessors who has the vast experiences in conducting a program evaluation and impact assessment which relate to security and justice governance area. The impact assessment is to be conducted on the last stage of the on-going project and the assessor should provide a review and overall evaluation of the project. 
2 Konteks evaluasi
Sejak pemisahan Kepolisian RI (Polri) dari jajaran Angkatan Bersenjata pada tahun 1999, banyak pertanyaan menyangkut kesiapan Polri untuk mengubah diri. Pertanyaan ini terus menerus muncul menyangkut agenda perubahan yang harus dilakukan agar Polri mampu bekerja sesuai dengan tantangan barunya sebagai perangkat penegak hukum yang bekerja demi pengendalian ketertiban sosial dan penegakan hukum. Bagaimanapun juga, perubahan itu dibutuhkan tidak sekedar di tingkat formal kelembagaan seperti kemandirian Polri, akan tetapi juga tuntutan untuk mengubah asumsi peruntukkan bagi fungsi kepolisian yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Polisi diharapkan menjadi kekuatan sipil yang diberikan kewenangan oleh hukum untuk memberikan perlindungan seluas-luasnya bagi keselamatan masyarakat sebagai bagian utama tertib sosial.
UU No. 2 /2002 tentang Kepolisian RI menyatakan bahwa tugas kepolisian a.l: penegakan hukum,  Kamtibmas (keamanan ketertiban masyarakat), dan pelayanan publik. Aspek penting dari ketiga tugas tersebut kemudian berinduk pada penegakan hukum dalam arti luas. Kemampuan penegakan hukum adalah dasar penting bagi negara demokrasi untuk mewujudkan semaksimal mungkin perlindungan bagi setiap warganya. Hukum di sini tidak saja berarti ketentuan hukum, akan tetapi sebuah perangkat sistem yang terdiri atas ketentuan hukum, budaya, serta aparat pelaksana. Pertanyaan utamanya adalah Seberapa jauh program-program Kemitraan telah berkontribusi dalam membantu lembaga Kepolisian untuk menjadi penegak hukum yang kredibel dan memasyarakat?
2.1.1 Pendekatan Kemitraan
Dalam menjalankan program-programnya, Kemitraan menggunakan strategi yang memadukan antara bidang program prioritas dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan kerangka desentralisasi (otonomi daerah). Setiap program menekankan perhatian khusus pada hubungan antara negara dan masyarakat sipil (multistake-holder).
Pendekatan lintas programnya Kemitraan dapat digambarkan sebagai suatu ‘tikar’.
 Bidang Reformasi Keamanan dan Kepolisian merupakan salah satu dari 6 sektor Kemitraan hingga tahun 2006 sebelum Renstra (2007-2011), yaitu reformasi sistem: 
(i) Anti Korupsi
(ii) Desentralisasi
(iii) Demokrasi dan perwakilan; 
(iv) Reformasi Polisi
(v) Reformasi pejabat sipil
(vi) Kepemiluan
Dalam Renstra 2007-2011, keempat bidang program tersebut dimampatkan menjadi 3 bidang prioritas program reformasi, yakni reformasi tata pemerintahan: 
(i) demokratis; 
(ii) pelayanan publik; serta 
(iii) keamanan dan peradilan 
yang kemudian bertambah lagi satu bidang pada tahun 2008 yaitu 
      (iv)      lingkungan hidup dan ekonomi. 
Tahun 2007 merupakan tahun yang ditandai dengan adanya perubahan besar dalam Kemitraan – dari sebuah lembaga penyalur bantuan hibah menjadi organisasi yang merumuskan dan mengimplementasikan program-programnya sendiri.
 Meskipun paska penyusunan Renstra 2006, bidang program dipadatkan dari 6 sektor menjadi 4 kluster, tetapi pendekatan good governance dan aspek desentralisasi tetap digunakan. Pendekatan Kemitraan sejak Renstra (2007-2011) dapat digambarkan dalam Bagan 1 di bawah ini.
Bagan 1 Pendekatan Tikar Kemitraan paska Renstra 2006.
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2.1.2 Program Tata Pemerintahan di bidang Keamanan dan Keadilan
Sebagai  bagian dari bidang program (kluster) reformasi Tata Pemerintahan di bidang Keamanan dan Keadilan, program reformasi kepolisian ini sudah dilakukan oleh Kemitraan sejak 2001, dan sesuai Renstra 2007 berlanjut hingga 2011. Proyek-proyek di bawah program  ini dilaksanakan dalam kerjasama erat lintas bidang dengan pendekatan anti korupsi (good governance) dan soal desentralisasi dan otonomi daerah.
Sejak Renstra 2007, kelompok program (kluster) Keamanan dan Keadilan (SJG) ini memfokuskan pada lima bidang prioritas:
1. Tata pemerintahan dalam sistem peradilan pidana
2. Tata pemerintahan dalam kebijakan pertahanan dan penggunaan militer
3. Tata pemerintahan dalam kepolisian
4. Tata pemerintahan dalam memerangi kejahatan lintas negara
5. Tata pemerintahan dalam kebijakan dan tindakan Negara yang bersifat campur tangan dan mengendalikan
Tujuan jangka panjang (goal) dari reformasi di bidang Keamanan dan Peradilan ini adalah: 
“mengembangkan demokrasi, hak asasi manusia, kemudahan mengakses dan keberlanjutan dalam sektor keamanan dan peradilan melalui penguatan kelembagaaan yang menerapkan prinsip transparansi, partisipatoris dan akuntabilitas”. 
Sementara tujuan khusus dari bidang program 3: ‘Tata Pemerintahan dalam Kepolisian’ 
“meningkatnya pengembangan, pelaksanaan yang berkelanjutan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipatoris dan akuntabilitas (TPA).” 
2.2 Sasaran evaluasi (evaluation goal)
Secara analitis lingkup evaluasi dipilah dalam dua periode. Pertama, periode sebelum disusunnya Renstra Kemitraan (2007-2011), yang mencakup tak kurang dari 35 proyek reformasi kepolisian yang dilaksankan sejak 2001-2008, dengan setidaknya 6 bidang program atau bidang intervensi yang didekati dengan prinsip-prinsip good governance (partisipatori, akuntabilitas dan taransparansi) serta beberapa di antaranya merupakan proyek lintas isu pada masalah yang muncul dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah. 
Proyek-proyek dalam program Tata Pemerintahan dalam Kepolisian tersebut dapat dipilah dan saling terkait menjadi 6 tema, yaitu:
 
a) legislasi undang-undang atau perumusan peraturan/kebijakan;
b) perpolisian masyarakat (community policing); 
c) penyetaraan gender, yang secara khusus memfokuskan pada peningkatan peran perempuan dalam jajaran kepolisian dan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak-anak; dan
d) penguatan kelembagaan Polri yang terarah pada bidang sumberdya manusia (SDM) yang mencakup baik pada tahap masukan (input) maupun pada tahap pengelolaannya (proses).  Pada tahap masukan adalah proyek pengembangan sistem rekrutmen , seleksi bintara;, perencanaan dan pengembangan sumberdaya manusia (SDM). Pada tahap proses adalah pembangunan sistem pengelolaaan keuangan maupun pengelolaan berdasarkan kinerja (SMK), pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan di sekolah atau lembaga pendidikan kepolisian; 
e) penguatan pengawasan, baik internal maupun eksternal, yang mencakup pelembagaan sistem pemantauan kinerja dan pengawasan kepolisian; 
f) lainnya: yang mencakup bantuan operasional dan beberapa dukungan/ bantuan teknis dalam kerangka pemilu dan pemberantasan korupsi.
Periode kedua, menurut Renstra (2007-2011) dalam program Governance in Policing mencakup tiga bidang prioritas intervensi  yakni penguatan: (i) kelembagaan; (ii) pengawasan; dan (iii) perpolisian masyarakat.
 Pada periode ini terdapat tiga proyek reformasi kepolisian berkelanjutan dengan prioritas pada  pembangunan SDM Polri dan bidang pengawasan hingga tahun 2008, yaitu proyek: 
a) Sistem Rekrutmen dan Seleksi Bintara yang mencakup penyusunan instrumen seleksi dan prosedur pengawasannya, baik internal maupun eksternal; 
b) Sistem Manajemen berdasarkan Kinerja (SMK) dengan Sistem Penilaian Kinerja (SPK)-nya yang berkelanjutan dengan pengembangan ‘sistem jalur karir’ dan ‘sistem imbalan serta penggajian (renumerasi’.
c) Penguatan fungsi Kompolnas.
Karena interseksi antara periode pertama (sebelum Renstra) dan periode kedua (sesudah Renstra) tersebut, evaluasi ini juga bertujuan untuk memeriksa seberapa jauh intervensi Kemitraan di bidang reformasi kepolisian pada periode pertama (2001-2006) berkelanjutan dengan ketiga program tersebut dalam wilayah Governinance in Policing di dalam Renstra (2007-2011). Ini berarti juga mencakup saran dan rekomendasi pembelajaran bagi proyek-proyek sebelum Renstra yang menjadi prioritas hingga 2011.
3 Metodologi
3.1.1 Lingkup Evaluasi
Karena evaluasi ini dilakukan dalam kurun interseksi antara berakhirnya program Reformasi Kepolisian 2001-2008 dan mulai dilaksanakanannya Renstra Kemitraan 2007-2011, maka evaluasi ini lebih bersifat formative ketimbang summative. Watak formatif evaluasi ini ditekankan karena pentingnya aspek pembelajaran untuk memperbaiki intervensi program SJG dalam rangka reformasi kepolisian berdasarkan Rentra tersebut, serta untuk mengetahui seberapa dan ke arah mana perubahan trajektori dan penyesuaian manajemen telah dilakukan.
Tabel 1 Kriteria Evaluasi ‘Penilaian Dampak’ (2008)
	
	Kriteria umum
	Pertanyaan kunci

	Relevansi (relevance)
	Kesesuaian tujuan proyek dengan masalah yang dihadapi (dirumuskan) dan dengan situasi kebijakan yang relevan. Termasuk kualitas penilaian pada tahap persiapan dan perancangan (mis. logika dan kelengkapan proses perencanaan, serta logika internal dan keterpaduan rancang proyek).
	Apakah proyek tepat guna mengidentifikasikan isu-isu utama di bidang reformasi kepolisian saat ini? 
Seberapa tepat logika proyek (koherensi dan tautan) dan seberapa tanggap terhadap masalah yang ada di kepolisian? 
Seberapa relevansinya rancangan proyek dengan konteks reformasi saat ini.

	Kehasilgunaan (effectivness)
	Penilaian terhadap sumbangan yang dihasilkan  untuk mencapai maksud/ tujuan proyek, dan seberapa besar asumsi (kritis) mempengaruhi capaian proyek. Termasuk di sini penilaian khusus terhadap manfaat yang diperoleh kelompok sasaran, termasuk perempuan.
	Apakah intervensi Kemitraan berhasil mencapai sasaran (outcome) yang diharapkan?
Manfaat apa saja yang diterima oleh kepolisian
Institutional recognition: seberapa besar lembaga kepolisian menyadari sumbangan Kemitraan?

	Keberlanjutan (sustainability)
	Penilaian terhadap manfaat yang dihasilkan proyek agar berlanjut jika intervensi berakhir, dengan acuan khusus pada kepemilikan penerima manfaaat, dukungan kebijakan, faktor ekonomi dan keuangan, aspek sosial budaya, kesetaraaan gender, kesesuaian teknologi, aspek lingkungan, dan kapasitas kelembagaaan dan pengelolaan.
	Seberapa besar intervensi Kemitraan di Kepolisian berlanjut sejak saat ini? 
Seberapa jauh intervensi Kemitraaan diinternalisasikan ke dalam sistem terkait? 
Dapatkah pendekatan dalam proyek tersebut direplikasi ke daerah atau ke program lain?

	Dampak (impact)
	Akibat lanjut dari proyek dalam tingkat yang lebih luas, dan sumbangannya terhadap kebijakan atau tujuan akhir (goal).
	Di tingkat yang mana saja dampak dari proyek reformasi kepolisian terjadi? 
Apa nilai tambah dari proyek ini, dibandingkan dengan proyek atau jenis intervensi lainnya?


Penting dicatat bahwa evaluasi ini tidak menilai efisiensi (kedayagunaan) proyek.
3.2 Metoda evaluasi 
Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan karakteristik masing-masing proyek:
1. Wawancara terhadap para mitra dan penerima manfaat (Polri)
Karena keterbatasaan waktu, kurang dari 2 bulan pada bulan Desember 2008-Januari 2009, kunjungan lapangan dan wawancara hanya dapat dilakukan terhadap kontak-kontak kunci dari pihak Polri, mitra dan ornop atau perorangan yang terkait dengan proyek Pengawasan Rekrutmen dan Seleksi Bintara (BINTARA) dan Pengembangan Sistem Manajemen berdasarkan Kinerja (SMK/SPK).
 

Wawancara tentang Kompolnas hanya dapat dilakukan terhadap seorang anggota komisioner. Sementara untuk proyek ‘Woman in Police’, meski dengan waktu yang sangat sempit, sempat dilakukan wawancara terhadap nara sumber kunci yang juga anggota dari Dewan Pengurus Kemitraan.

Evaluator memiliki kesempatan untuk menggali lebih banyak informasi untuk tiga proyek yang akan berakhir yaitu ‘Pengawasan Rekrutmen dan Seleksi Bintara’ dan ‘Sistem Pengelolaan Kinerja’ serta ‘Penguatan Kompolnas’, sedangkan untuk proyek-proyek yang sudah lama berlalu, sumber data hanya berasal dari dokumen ikhtisar laporan proyek (bahasa Indonesia yang lebih lengkap maupun versi Inggrisnya yang lebih ringkas). 
2. Survei Angket 
Khusus untuk Sistem manajemen kinerja (SMK), evaluator sempat mengadakan survei kepada para mantan peserta uji coba standar penilaian kinerja (SPK) dari jajaran dan staf kepolisian pada 2 Polres, yakni Tanah Karo (Sumut) dan Kupang (NTT). Pilihan di kedua lokasi tersebut dengan mempertimbangkan bahwa kedua Polres(ta) tersebut mewakili ‘yang terbaik’ dan ‘yang terburuk’. 
3. Observasi 
Evaluator observasi (pengamatan) saat Simulasi SMK/SPK yang dilakukan terhadap 150 siswa perwira tinggi di Sespim Polri pada hari terakhir penutupan pendidikan staf dan pimpinan angkatan ke-47 di Lembang, Bandung.
4. Tinjauan Dokumen
Tinjauan terhadap dokumen proposal, laporan kemajuan dan pemantauan proyek, dilaksanakan sepanjang evaluasi. Untuk melihat kesesuaian antara rencana strategis dan perencanaan proyek, pemeriksaan juga dilakukan terhadap beberapa proposal dan PAC yang ada dan Renstra  S&JG (2007-2011) khusunya di wilayah ‘Tata Pemerintahan dalam Kepolisian”.
Untuk membantu melakukan penilaian terhadap keefektifan dan dampak program Tata Pemerintahan Kepolisian ini, evaluator juga mendasarkan data pada dokumen ‘Laporan Akhir Dokumentasi Proyek-proyek Kemitraan (2000-2005)’ dan ‘ringkasan dan ikhtiar proyek-proyek SJG (2001-2006).  Namun, ‘isian evaluasi’ beberapa proyek setelah tahun 2005 masih kosong dikarenakan ‘Proyek Dokumentasi Kemitraan’ hanya mendata proyek-proyek Kemitraan hingga 2005.
 Walaupun begitu, demi menjaga konsistensi data, evaluator tetap menggunakan kriteria penilaian dari ‘Proyek Dokumentasi’ dengan sedikit penyesuaian dan menerapkan kriteria penilaian tambahan pada isian yang masih kosong yakni relevansi, keberhasilan/ keefektifan, keberlanjutan, dan dampak. 
Berdasarkan rujukan metode tersebut, untuk keperluan analisis menyeluruh, sesuai dengan TOR yang diberikan Unit Pemantauan dan Evaluasi (PME), evaluator juga menyusun database proyek yang telah terbagi ke dalam 7 bidang tersebut. 
Tabel 2 Perbandingan Kriteria dan Parameter Evaluasi ‘Dokumentasi Proyek’ (2005) dan ‘Penilaian Dampak’ (2008)
	Evaluasi Dokumentasi Proyek (2005)
	Skor
	Evaluasi  Penilaian Dampak (2008)

	Tertib Adminstrasi
	1-5
	Tidak dicakup

	Kesesuaian isi
	1-5
	Relevansi, koherensi

	Tidak dinilai 
	1-5
	Keefektifan (keberhasilan proyek) dan manfaat yang diterima.

	Dapat direplika
	1-5
	Keberlanjutan: kesiapan Polri, pengakuan kelembagaan

	Perubahan kesadaran/ pengetahauan

Perubahan sikap.

Perubahan kelembagaan

Perubahan kebijakan
	1-5
	Dampak (hanya untuk bidang SDM dan Pengawasan)

	Lesson learnt (<20) fair (20-25) good practice
 (> 25)
	
	Lesson learnt (<20) fair (20-25) good practice
 (> 25)


Secara lebih khusus suatu penilaian kualitatif yang lebih rinci dilakukan terhadap tiga proyek lanjutan reformasi kepolsian dalam pembangunan SDM Polri dan bidang pengawasan hingga 2008, yakni: 
(i) pengembangan SDM dan sistem manajemen berdasarkan kinerja; 
(ii) pengembangan sistem rekrutmen dan seleksi bintara; serta 
(iii) penguatan fungsi Kompolnas untuk melakukan pemantauan dan menerima pengaduan/ keluahan.
Berikut adalah gambar Bagan 2 yang menggambarkan jenjang proyek dan program Kemitraan mulai dari tingkat program, ‘sub-pogram’ (bidang intervensi), proyek, hingga kegiatan dalam Kluster SJG yang disesuaikan dengan perubahan struktur program pada tahun 2007. 
Bagan 2 Jenjang Program Tata Pemerintahan Kepolisian (2001-2008) 
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4 Temuan dan analisis
Untuk keperluan analisis, pemilahan proyek ke dalam kategori ‘bidang intervensi’ atau ‘program’ tertentu di bawah ini tidaklah mutually exclusive.
 Beberapa proyek bersifat lintas isu dan program, terkait dengan strategi dan dapat menyumbang pada capaian (outcome) program lainnya. Seperti tampak pada Bagan 3 di bawah, 6 sub-program (bidang intervensi) dalam program Tata Pemerinatahan dalam Kepolisian terdiri dari beberapa proyek utama.
Bagan 3 Alur Beberapa Program dan Proyek SJG (2001-2008)
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4.1 Legislasi dan penyusunan peraturan /kebijakan
Pada tahun 2001, Kemitraan bekerjasama dengan POLWATCH memfasilitasi pembentukan Pokja legislasi RUU tentang Kepolisian Negara untuk menggantikan UU No. 29/1997 yang lama [56|PRO1075]. Tujuan dari intervensi ini adalah untuk memastikan bahwa UU Kepolisian yang baru dapat menjamin reformasi sektor keamanan, yakni pemisahan kepolisian dari TNI dan pemapanan suatu komisi yang akan mengawasi kinerja kepolisian. Tujuan ini dicapai melalui penyusunan Buku Putih yang memperbandingkan draft RUU tersebut dengan UU lama tentang Kepolisan serta rekomendasi yang berkait dengan hubungan antara pihak Kepolisian dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah-daerah. 
RUU yang kemudian disahkan pada 24 Januari 2002 menjadi UU No.2/2002 ini telah menetapkan suatu Komisi Nasional Kepolisian (Kompolnas) yang bertugas mengawasi kinerja POLRI dan memberikan masukan dan saran kepada Presiden untuk di antaranya: memilih Kapolri, memperbaiki kinerja, dan memantau akuntabilitasnya. Termasuk dalam tugas dan fungsi tersebut adalah menerima pengaduan/ keluhan masyarakat berkenaan dengan kinerja Kepolisian, pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi. 
Sebagaimana kritik dan keluhan banyak kalangan,
 UU tersebut tidak memberikan kewenangan pada Kompolnas untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atas aduan atau keluhan yang diterimanya serta tidak berwenang ‘paksa’ untuk menindaklanjutinya (address dan redress) sehingga Kompolnas cenderung ‘tidak bergigi”. 
Dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, salah satu masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi kepolisian secara eksternal adalah hubungan POLRI dengan instansi departemen tertentu atau satuan lain dalam birokrasi pemerintahan daerah (Pemda), seperti Polisi Pamong Praja yang sebagian menjalankan fungsi perpolisian sebagaimana ditentukan oleh UU No.2/1999 tentang Otonomi Daerah. 
Terutama untuk menjaga kentetraman dan ketertiban umum (Trantibmas), tugas dan fungsi keduanya seringkali tumpang tindih oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk mensinergikan fungsi-fungsi desentralisasi, pendelegasian dan pelimpahan kewenangan di tingkat Pemda agar sesuai dengan fungsi kamtibmas yang diselanggarakan Polda. 
4.1.1 Relevansi : Sangat relevan
Setelah lahirnya UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara yang menggantikan UU lama, Kemitraan berupaya mengidentifikasi masalah utama keamanan yang merupakan turunan dari UU 2/2002 dengan  UU No.22/1999 tentang Otonomi Daerah,
 yakni perlunya: (i) memapankan suatu mekanisme pengelolaan keamanan daerah yang mensinergikan fungsi-fungsi kepolisian di Pemda (Polisi Pamong Praja) dan Polda agar tidak tumpang tindih, termasuk yang secara khusus dilakukan sebagai bagian pelimpahan kewenangan dari kementrian/ departemen tertentu seperti polisi kehutanan, kelautan ataupun perhubungan; (ii) menyusun suatu peraturan yang dapat menjamin mekanisme kerjasama tersebut, termasuk melalui penyusunan nota kesepahaman antar instansi/ lembaga dan kerangka kerja hukumnya (naskah akademis, rancangan peraturan). 
4.1.2 Keefektifan: kurang efektif
Dari 4 proyek yang difasilitasi Kemitraan, hanya satu proyek (65|PR.01870: 2003) yang mampu menghasilkan peraturan daerah, yakni Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.11 Tahun 2004 tentang Tugas Kepolisian Daerah NAD. Tiga proyek lainnya (54|PR.00399; 55|PR.01697 dan 47|PR.00673; 46|PR.02556) hanya menghasilkan naskah akademis, kerangka kerja hukum ataupun rancangan peraturan. Kecuali di NAD, dari 7 fokus geografis di tingkat propoinsi, hanya 3 daerah yang menghasilkan Raperda, yakni DIY, Jawa Barat dan Papua. Sementara 2 rancangan peraturan pemerintah (pusat) dihasilkan melalui proyek “Consultation on the Drafts of Government Regulations (55|PR.01697: 2002-2003).
Walaupun demikian, setiap proyek tersebut telah berhasil mengubah kesadaran para pemangku kepentingan (Polda, Pemda, dan kelompok masyarakat terkait) akan pentingnya partisipasi, kerjasama, komunikasi, serta koordinasi antar penerima manfaat (Polda dan Pemda). 
4.1.3 Keberlanjutan: tidak berlanjut
Selain itu, Polda maupun Pemda sekiranya dapat memanfaatkan hasil penelitian maupun kajian terhadap situasi kamtibmas di fokus wilayah tertentu sebagai data dasar (baseline) bagi kerjasama dan pengelolaan keamanan di setiap daerah. Model sinergi fungsi pelaksanaan kamtibmas antara Kepolisian dan Pemda yang dihasilkan dari proyek (54|PR.00399) dapat direplikasi di wilayah lain. 
Dengan karakteristik dan konteks khusus masyarakat adat seperti pada proyek di Papua (46|PR.02556 dan 51|PR.01452), pengalaman ini juga dapat dijadikan model hubungan antara kepolisian dan masyarakatnya. Meskipun begitu, keberlanjutan dari program legislasi ini tidak berlanjut hingga mencapai peraturan yang telah dapat diimplementasi.
4.1.4 Dampak: kurang berdampak
Selain perubahan kerangka peraturan dan kemungkinan penyesuaian kelembagaan dan penataan hubungan di tingkat Polda maupun Pemda, evaluasi ini tak dapat memeriksa seberapa jauh sumbangan kelima proyek tersebut dalam kerangka program legislasi dan penyusunan kebijakan terhadap reformasi instrumental dan kultural kepolisian. Yang dapat dicatat hanyalah semakin meningkatnya keterlibatan pihak masyarakat (kalangan akademisi, ornop/ LSM) dalam setiap penyusunan peraturan/ kebijakan di berbagai daerah (13 propinsi, di luar 4 propinsi yang menjadi wilayah konsultasi publik bagi rancangan UU Kepolisian) dalam bentuk konsultasi publik. 
Manfaat tak langsungnya bagi masyarakat atau publik yang lebih luas serta akibat dampak dari penerbitan dan diseminasi buku dan kartun tentang ‘pengelolaan keamanan daerah’ [54|PR.00399] tidak/ belum dapat diukur atau diketahui secara seksama dengan evaluasi ini. Hanya jika terbitan tersebut tersebar cukup meluas, maka perubahan kesadaran publik dapat diharapkan.
Dalam kerangka ini setidaknya ada 4  proyek seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3 Program Legislasi dan Penyusunan Peraturan/ Kebijakan (2001-5)
	No Proposal
	Year
	Project Title
	Area
	Implementing Agency
	Capaian
	Level of Change
	Rating 2005

	54|PR.00399
	2001-2003
	The Synergetic Design of Regional Police with Autonomous Regional Components
	Yogyakarta, Jakarta, West Java, East Java, West Kalimantan, and Central Kalimantan
	ISPP
	Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang  Pengelolaan Keamanan Daerah (DIY dan Jawa Barat).
	Kesadaran; Kebijakan
	(21) Fair

	56|PR.01075
	2001-2002
	Public Consultation on Police Bill
	Pakanbaru, Bandar Lampung, Samarinda, dan Mataram
	POLWATCH
	Buku putih sebagai masukan bagi Pansus DPR tentang RUU Kepolisian Negara.
	Kesadaran; kelembagaan; kebijakan

	(?) Fair


	55|PR.01697
	2002-2003
	Multistakeholder Consultation on the Drafts of Government Regulations on: a) Permit Granting for Public & Political Activities &; b) Coordination of Special Police, Civil Servant Investigator (PPNS) & PAM Swakarsa 
	Indonesia, Yogyakarta, Riau, Papua 
	IIP - Depdagri
	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP): 
(a) Tata Cara Pemberian Izin, dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya serta Penerimaan Pemberitahuan Kegiatan Politik sebagai aturan pelaksana pasal 15 (2) huruf a dan d Undang-Undang No.2/ 2002 tentang Kepolisian Negara.
(b) Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengawasan Swakarsa,sebagai aturan pelaksana pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No.2/ 2002.
	Sikap; kesadaran
	(25) Good practice

	47|PR.00673
	2002-2003
	Workshop "Seeking Ideal Format for Relation of Local Government and Police" 
	Indonesia 
	IIP - Depdagri
	
	
	

	65|PR.01870
	2003
	Formulation of Regional Legal Framework for the Police in Aceh 
	Aceh 
	PUSHAM - Unsyiah
	Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.11 Tahun 2004 tentang Tugas Kepolisian Daerah NAD (disahkan 9 Maret 2004, diundangkan 10 Maret 2004 yang dimuat dalam Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2004 No.16 Seri E No.4 Tambahan Lembaran Daerah No.40.
	Kebijakan
	(30) Good Practice

	46|PR.02556

	2005
	Project on Integrating The Papuan Justice System with "Adat Regulation"
	Jayapura
	Polda Papua; Universitas Cendrawasih
	Naskah akademis dan kerangka dasar rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Papua menurut UU No.21/2001 tentangt Otonomi Khusus provinsi Papua
	Sikap; kesadaran; kelembagaan
	(?) Lesson learnt



4.2 Perpolisian Masyarakat: membangun kamtibmas bersama masyarakat
Filosofi perpolisian masyarakat (Polmas - community policing) berangkat dari konsep bahwa ketentraman, keamanan dan ketertiban umum (Trantibmas) merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat lokal, pemerintah (daerah) dan kepolisian. Kedua belah pihak bekerjasama untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Tak seperti pendekatan perpolisian tradisional yang menekankan strategi mengatasi atau memberantas kejahatan, Polmas lebih menekankan pada pencegahan kejahatan melalui partisipasi  komunitas. Tanpa keikutseraan mereka, kepolisian tidak akan mampu menyelesaikan tugas tersebut. Pentingnya kerjasama antara polisi dan masyarakat di tingkat komunitas, dan berorientasi pada pemecahan masalah untuk penanggulangan Trantibmas merupakan komponen kunci dalam program Polmas. 
Dalam sejarah perpolisian di Indonesia, beberapa kalangan menganggap bahwa Binamitra dan Siskamrata juga dapat dipandang sebagai Polmas. Tetapi ‘kerjasama’ antara Kepolisian dan masyarakat di masa lalu tersebut sebetulnya diturunkan dari doktrin ketentaraan. Pada masa pemisahan TNI-Polri saat ini, Polri seharusnya tidak sekadar menduplikasi dan melanjutkan konsep dan tugas-tugas kemitraan polisi-masyarakat sebelum reformasi menjadi Polmas, namun dituntut untuk mengembangkan suatu konsepsi Polmas yang berwawasan dan berwatak lokal.
4.2.1 Relevansi: Sangat relevan
Secara umum, program Polmas yang didukung Kemitraan bemitra dengan Kepolisian Daerah (Polda)  sejak tahun 2002 hingga 2006, baik di tingkat nasional maupun di wilayah Polda NTB, NTT, Papua (Jayapura) dan Metro Jaya (DKI Jakarta) tersebut berupaya: (i) memadukan peran kepolisian setempat, aparat pemda dan komunitas lokal, termasuk mengembangkan komunikasi dan kerjasama dengan memfasilitasi pelembagaan sejenis forum kemitraan masyarakat (FKM); (ii) mendukung agar aparat Polda mampu memahami karakteristik sosial dan budaya yang khas serta aspirasi masyarakat di setiap wilayah kepolisian; (iii) mengidentifikasi masalah dan mendorong pemecahan masalah kamtibmas yang dihadapi di setiap wilayah atau komunitas; atau (iv) melakukan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman konseptual dan keterampilan petugas Polda dalam melaksanakan Polmas. 
Strategi program dalam setiap proyek yang dipilih dimulai dengan melakukan pemetaan melalui penelitian, atau analisa situasi kamtibmas di setiap wilayah, termasuk dengan mempertimbangkan situasi kamtibmas, konteks otonomi daerah, posisi dan peran masyarakat serta hubungan Polda dengan para pemangku kepentingan di wilayah tertentu.  Misalnya di NTB dan Papua (51|PR.01452: 2002, dan 46|PR.02556: 2005) kedua proyek tersebut secara khusus menempatkan nilai-nilai lokal dan adat istiadat setempat sebagai bagian dari partisipasi masyarakat, sekaligus masalah dan tantangan yang harus diatasi dalam kerangka kemitraan antara Polda dengan masyarakat lokal.
Prakarsa Kemitraan dalam program Polmas dimulai dengan menyusun suatu model perpolisian masyarakat di NTB yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan peran kepolisian lokal (Polda, Polres), pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kamtibmas. Polmas telah menjadi wacana setelah Kemitraan mulai memperkenalkan proyek tentang perpolisian di tingkat komunitas melalui upaya membangun suatu model Polmas di NTB bekerja sama dengan PLPH Universitas Mataram [50|PR.00770: 2002]. 
Sejak 2005, program perpolisian masyarakat ini juga menjadi program lembaga lain seperti IOM dan TAF.
 Setelah program Polmas ini resmi ditetapkan sebagai program Polri,
 ada 2 proyek yang didanai langsung oleh DANIDA. Pertama, proyek bertujuan untuk mengembangkan suatu rencana aksi Polmas di Jakarta, Makassar, Lombok dan Yogyakarta (03|PR.02814: 2004-2006). Kedua proyek Penelitian tentang Posisi Polwan dalam Organisasi Polri, yang hasil penelitiannya diharapkan juga dapat menyumbang bagi permodelan Polmas karena citra dominan perempuan yang lebih lembut, hangat dan manusiawi (02|PR.02813: 2004).
4.2.2 Keefektifan: Efektif
Hanya dua proyek yang dapat dijadikan sebagai model acuan bagi pengembangan program Polmas selanjutnya. Keduanya adalah proyek penyusunan ‘Model Polmas’ di Polda NTB Mataram (50|PR.00770: 2002) dan kegiatan ‘Police Goes to Kampung’ (44|PR.02516: 2005) di Polda Metro Jakarta. 
Keberhasilan Program di NTB tak terlepas dari peran keterlibatan Jendral (Pol) Farouk Muhammad yang menjadi Direktur PTIK kala itu. Jendral Farouk dianggap mampu menggerakkan seluruh kapasitas Polri (termasuk jajaran di Polda setempat) saat itu untuk mencapai tujuan proyek.
 Sayangnya proyek ini tidak berlanjut 
Proyek ‘Police Goes to Kampung’ berhasil karena pertama kalinya setelah masa Orde Baru, Polisi dan masyarakat dapat berkomunikasi secara interaktif, bebas dan terbuka.
 Ini juga pengalaman berharga karena menggunakan media populer seperti radio untuk memasyarakatkan kerjasama polisi dan masyarakat dalam konteks perkotaaan. 
4.2.3 Keberlanjutan & Dampak : Tidak berlanjut & tidak berdampak
Sayangnya, tidak terlihat keberlanjutan program ini,
 walaupun Radio 911 sebagai wadah acara masih ada sampai sekarang. Dua proyek yang dapat dijadikan model tidak berlanjut. Program penyusunan ‘Model Polmas’ di Polda NTB Mataram tidak berlanjut karena peran seorang pejabat tidak berhenti saat dia tidak lagi menjabat. Dengan kata lain, kegiatan dan hasil yang didapatkan tidak mendapatkan tindak lanjut pejabat berikut.
Sedangkan Program “Police Goes to Kampung’ yang mendapat sambutan Polisi maupun masyarakat, tidak berlanjut,
 walaupun Radio 911 sebagai wadah acara masih ada sampai sekarang.
Tabel 4 Proyek-proyek Perpolisian Masyarakat (2002-2005)
	No Proposal
	Year
	Project Title
	Geographical Focus
	Implementing Agency
	Capaian
	Tingkat Perubahan
	Rating

	50|PR.00770
	2002-2004
	A Model of National Police with Local Community Orientation
	Nusa Tenggara Barat, Indonesia 
	Polda NTB; Universitas Mataram
	FKM, Model pelatihan, naskah akademis, raperda.
	Sikap, Kesadaran, Kelembagaan
	Fair

	51|PR.01452
	2002-2003
	Policing in Diversity of Culture and Customary Norms in Papua
	Papua 
	Polda Papua
	Naskah konsep CoP, Panduan pelatihan, 150 Kapolres/ wakilnya dilatih, pemahaman tentang budaya Papua
	Kesadaran
	Good Practices

	52|PR.00951
	2002-2004
	Developing Polda NTT's Public Service System and Community Policing in Nusa Tenggara Timur
	Nusa Tenggara Timur 
	Polda NTT
	Identifikasi masalah, peningkatan pemahaman ttg peraturan pemerintah
	Sikap, kesadaran.
	Lesson learnt

	03|PR.02814
	2004-2006
	Community Policing Action Plan, etc.
	National
	Direct Funding (DANISH)
	N/A
	N/A
	N/A

	02|PR.02813
	2004
	Research on Position of Female Police Officers in Polri Organization
	National
	Direct Funding (DANISH)
	Hasil penelitian & rekomendasi
	N/A
	N/A

	44|PR.02516
	2005
	Police Goes to Kampung
	National level 
	
	Profil keamanan komunitas lokal dengan patroli di 20 Polsek, rekomendasi model kerjasama Polmas.
	Sikap, Kesadaran
	N/A

	46|PR.02556
	2005
	Project on Integrating The Papuan Justice System with "Adat Regulation"

	Jayapura 
	Polda Papua; Universitas Cendrawasih
	MoU yg mengatur keberadaan peradilan adat Papua
	Sikap, kesadaran, kelembagaan
	N/A


4.3 Woman in Police: kesetaraan gender dan perlindungan perempuan serta anak-anak
4.3.1 Relevansi : Sangat relevan
Intervensi porgram ‘Women in in Police’ merupakan dua persoalan klasik dalam perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak-anak sebagai korban maupun saksi kejahatan, serta masalah diskriminasi dan kesetaraan gender di dalam lingkup tugas/ kerja kepolisian. 
Sejak 2003 terdapat dua bagian besar intervensi Kemitraan yaitu tugas Polisi menyangkut korban penguatan dan peningkatan posisi Polwan dalam struktur Polri.
Yang pertama adalah bagaimana upaya Polri memberikan perlindungan khusus, dengan membentuk ‘ruang penanganan korban’ (RPK) dan saksi perempuan serta anak-anak. Pelaksana proyek ini adalah LBPP Derap Warapsari  dan telah berhasil membuka RPK di 17 Polda dengan hasil 1.000 dari 8.500 Polwan terlatih serta panduan tentang kasus kekerasan domestik, perkosaan dan perdagangan wanita. 
Yang kedua terkait dengan penguatan peran Polwan dalam struktur Polri yang mengarah pada beberapa isu: (i) pendidikan formal ; (ii) assessement terhadap Polisi P​erempuan, misal: persepsi tentang Polwan, motivasi menjadi polwan, dan jumlah serta distribusi Polwan di berbagai Polda; dan (iii) kemungkinan kebijakan baru bagi penguatan posisi Polwan dalam struktur Polri. 
Jumlah dana yang keluar untuk 5 proyek di atas adalah Rp 2,3 Milyar, di mana penerima dana terbesar adalah LBPP Derap Warapsarai yakni pada 2003 Rp 1,3 milyar, dan 2005 sejumlah Rp 618 juta. Sementara itu dua program pada 2004-2006 yang dilakukan melalui pendanaan langsung (direct funding) DANIDA, yang merupakan riset dan asessment terhadap Polwan dalam INP’
Evaluator memandang 2 program ini berjalan baik, terutama karena ada manfaat dan keberlanjutan dari program ini yang dirasakan masyarakat dan Polri secara langsung. Pendapat ini juga diperkuat dengan rekomendasi dari Adnan Pandupraja (Anggota Kompolnas) program ini membantu masyarakat agar korban kekerasan terhadap perempuan tidak lagi menjadi bulan-bulanan karena bias gender maupun ketiadaan kemampuan penanganan pada korban perempuan.
4.3.2 Keefektifan : Efektif untuk program RPK
Evaluasi terhadap 2 intervensi di atas (Tugas dan Penguatan Polwan) secara umum cukup baik. Selain itu ada kemajuan dan keberlanjutan terutama dalam program yang mengintervensi Tugas polisi dalam menangani korban perempuan (RPK dan Penangangan Korban). 
Terbukti misalnya, Pilot Project on Integrated Service for Female Victims, yang dilakukan oleh LBPP Derap Warapsari menunjukkan hasil yang memuaskan.
 Pilot Project dilakukan di Jakarta, Medan, Surabaya, Makasar, dan Balikpapan.
RPK menjadi fungsional dan dirasakan manfaatnya baik oleh Polres setempat maupun masyarakat.
 Pasalnya, terutama kasus kekerasan pada perempuan, perbedaan antara adanya RPK daripada tidak ada RPK, sangat jauh berbeda. Polwan diakui sangat bermanfaat dalam penanganan kasus sensitif yang menyangkut perkara sensitifitas perempuan. Sebagai contoh misal pengaduan kasus perkosaan atau perdagangan manusia yang seringkali penanganan oleh Polisi laki-laki malah menyudutkan korban.

Namun performa RPK kembali tergantung pada ketersediaan Polwan untuk mengantisipasi pengaduan kasus sensitif pada perempuan karena diketahui bahwa penyediaan jumlah polisi wanita jumlahnya masih tidak memadai sehingga pelayanan cenderung tidak maksimal. 
Namun dalam bidang peluang menguatnya perempuan di struktur Polri, hasilnya tidak terlalu baik. Kendati seluruh proses penggalian data, studi banding dengan Polwan di Denmark, serta peningkatan pengetahuan tentang pendidikan formal polisi, tetap ada beberapa kesulitan yang tidak dapat ditindaklanjuti, misal:
Salah satu indikator adalah menindaklanjuti hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti luar negeri yakni menambah SPN yang mendidik Polwan dan penambahan jumlah Polwan. Dua rekomendasi ini sulit dilaksanakan lebih karena keengganan dari pihak Polri sendiri
 Karena menyangkut kebutuhan landasan kebijakan yang rumit mulai dari adanya keinginan perubahan, anggaran, penyebaran gagasan dan kesiapan tenaga pengajar di SPN tingkat Jakarta maupun di beberapa daerah. 
Faktor utama penyebabnya ditilik bersumber dari dominasi para penentu kebijakan di Polri dan pandangan awam bahwa tugas polisi terberat biasanya hanya bisa dilakukan laki-laki, seperti satuan Buser (buru sergap) operasi yang memakan waktu 24 jam.
 Faktor inilah yang menyebabkan tidak adanya perubahan kebijakan dari Pucuk pimpinan, Kapolri yang pada saat itu hanya berjanji tapi tidak ada kebijakan baru yang dikeluarkan. (Pada waktu itu masih Kapolri Soetanto) hingga evaluasi ini selesai.
Faktor lain yang teridentifikasi adalah halangan teknis dan administratif di dalam Polri dan hambatan psikologis di mana motor/Champion dalam internal Polri merupakan pejabat tinggi yang relatif kurang berkordinasi dengan para pelaksana di lapangan. 
Namun demikian program ini harus terus dilakukan karena faktanya Polwan tetap dibutuhkan dalam tugas pelayanan Polri pada masyarakat. Kebutuhan kuantitatif tetap relevan setidaknya pada ukuran kuota persentase tertentu.

4.3.3 Keberlanjutan : Kurang berlanjut
Seperti tertulis dalam masukan bidang M&E, dalam kaitan tugas polisi terhadap korban perempuan, maka diperlukan adanya perluasan jaringan antara Organisasi Perempuan lain di Indonesia 
Hampir semua proyek yang menyangkut Penguatan Polwan tidak terjamin keberlanjutannya. Sebagian proses tidak terselesaikan di tingkat kebijakan dan umumnya tinggal berupa rekomendasi, hasil penelitian, dan kumpulan saran. Sebagian lagi dianggap oleh narasumber menggunakan metode yang konvensional dan ‘hit and run’ sifatnya (seminar, FGD dengan Polisi Polri, elitis, dsb), sehingga kurang mendapatkan dukungan dan partisipasi sepenuhnya dari semua level Polwan sebagai penerima manfaat intervensi. 
Dua program pada tahun 2005 (01|PR.02812 dan 02|02813) adalah program riset dan asessment. Tampaknya ini strategi yang digunakan untuk memperkuat basis dalam intervensi kurikulum SPN dan Penguatan Polwan dalam struktur. Hasil capaian dan rekomendasi dua assessment cukup bagus dan jelas, namun kebijakan yang diharapkan sebagai tindak lanjut dan menjadi payung implementasi tidak keluar sampai akhir program PR 02794 pada tahun 2006.

4.3.4 Dampak: Berdampak untuk RPK
Menyangkut kebutuhan perubahan kebijakan polisi tampaknya tetap diperlukan untuk perubahan capaian akhir bagi polisi yang lebih demokratik, sensitif gender, dan memberi peluang yang lebih besar pada polisi perempuan. Pasalnya, posisi perempuan masih lemah di struktur polisi.  Kapolri hanya berjanji akan menguatkan peran Polwan ke depan. Nyatanya sampai saat ini kebijakan, baik dalam bentuk SKEP atau Perkap belum keluar satupun dari Kapolri yang menyangkut Penguatan Polwan. Dengan demikian, dari segi dampak intervensi di bidang Women in Police ini masih sekadar wacana, rekomendasi, dan lesson learnt bagi Polri.
Tabel 5 Program ‘Woman in POLICE’ (2003-6)
	No Proposal
	Year
	Project Title
	Geographical Focus
	Implementing Agency
	Capaian
	Perubahan
	Rating

	66|PR.02061
	2003-2004
	Strengthening the function and Role of Special Service Room for Women and Children - RPK at Polri Offices
	Aceh, Jambi, Kalteng, Sulteng, Sultra, Maluku, Papua, and NTB
	LBPP DERAP Warapsari
	1000 Polwan terlatih dari total 8500; 
	Sikap, kesadaran
	Good practices

	48|PR.02371
	2005
	Pilot Project on Integrated Service for Female Victims 
	Jakarta, Medan, Surabaya, Denpasar, Makassar, and Balikpapan 
	LBPP DERAP Warapsari
	Model of Special Treatment Room, and Research Result
	Kebijakan, individu, kesadaran, sikap
	Fair

	01|PR.02812
	2005
	Danish Female Officer - Police Women Related Program
	National
	Direct Funding (DANISH)
	Recommendations to employ and train more female officers, suggestions to modify State Police Schools
	Not available
	fair

	02|PR.02813
	2005
	Research on Position of Female Police Officers in Polri Organization
	National
	Direct Funding (DANISH)
	Recommendation to enhance role of Polwan, Research Result on number, positive/negative and motivations to become Police Women
	
	Good Practices

	10|PR.02794
	2006
	Strategy and Policy Support to Develop Female Police Education as well as to increase the number of Polri Female Police
	National
	Direct Funding (DANISH)
	Equality between men and women polices, implementation of police training using gender friendly curricullum
	Individu, kesadaran, sikap
	fair


4.4 Pengembangan SDM
Dukungan Kemitraan terhadap pengembangan SDM Polri dimulai sejak tahun 2004 dengan 2 proyek yaitu: ‘Continuous Reform of the RI Police Department of Its Human Resource Division (73|PR.02147) dan ‘The Development of Recruitment System and Instrument of the RI Police Officers’ (72|PR.02148). Kedua proyek menghasikan suatu cetak biru tentang pengembangan SDM dan kemudian berlanjut pada tahun 2006 dengan dukungan terhadap proyek ‘Human Resources Management Planning of The Indonesian National Police’ (11|PR.02738). 
Tujuan keseluruhan reformasi internal di bidang SDM sebagaimana dirumuskan dalam Renstra SDM Polri (2005-9) yakni, sebagai berikut:

· Terbentuknya SDM POLRI dengan prinsip "FIRST: bersahabat (fiendly), berpengetahuan (informed), cepat tanggap (responsive), berorientasi pelayanan (service oriented), terpercaya (trustworthy) melalui pengimplementasian manajemen SDM POLRI yang mahir, terpuji dan patuh hukum.
· Terpenuhinya kebutuhan/kelengkapan SDM POLRI secara proposional sesuai beban kerja anggota
· Terciptanya sistem pengelolaan SDM POLRI yang mendukung pembentukan polisi sipil
· Peningkatan dan pembaharuan pengetahuan serta keterampilan SDM POLRI Internalisasi budaya anggota POLRI
· Meningkatnya kesejahteraan anggota POLRI
Secara keseluruhan, dukungan Kemitraan di bidang pengembangan SDM Polri mencakup 6 proyek dalam periode 2004 hingga 2008 dengan bermitra dengan Lembaga Manajemen UI sebanyak 3 kali, Lembaga Psikologi UI sebanyak 2 kali dan SDM Polri selama 5 tahun, mulai dari tahapan perencanaan SDM, pemapanan masukan sumber daya manusianya (rekrutmen dan seleksi calon bintara dan anggota Kompolnas) hingga tahap pengembangan kurikulum dan pendidikan ( REF _Ref221085099 \h  \* MERGEFORMAT 
) serta  reformasi dalam sistem manajemen personalianya. 
Yang patut disayangkan dari program ini adalah intervensinya masih belum terkoordinasi dengan baik, rekrutmen dan seleksi Bintara sangat kurang korelasinya dengan penyusunan indikator performa. Begitu pula dengan kurikulum yang pernah dibangun tidak pernah disentuh lagi sehingga terlihat bahwa proyek yang berhubungan dengan SDM terpisah-pisah. Sehingga meskipun LMUI telah bekerja sama dengan Kemitraan sebanyak 3 kali, perbedaan dan perkembangan setiap proyek kurang bisa terbaca oleh pemilik proyek bahkan cenderung terjadi repetisi dalam beberapa kegiatan.
3.4.1 Manajemen SDM Berbasis kinerja
4.4.1.1 Relevansi: sangat relevan
Berdasarkan Prodoc, program Pembangunan Manajemen Berbasis Kinerja berdasarkan kebijakan Sumberdaya ini dimaksudkan untuk membantu personil Polri melalui peningkatan kompotensi tiap personil serta mewujudkan dan memberdayakan seluruh potensinya sesuai dengan tuntutan fungsi dan jabatannya dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Program SMK/SPK ini hanya merupakan langkah awal bagi pembangunan sistem SDM Polri yang tercakup dalam Renstra SDM Polri 2006. Penilaian berbasis kinerja merupakan pengganti dari sistem Dapen lama yang bersifat top-down. SMK ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan sistem karir dan penempatan personalia.

4.4.1.2 Keefektifan: Kurang efektif
SMK/SPK sudah diperkenalkan kepada beberapa proyek perintis di lingkungan/ jajaran  Polri. Meskipun Kapolri belum mengeluarkan Skep tentang penerapan SPK ini. Pada tahap awal pelaksanaan proyek muncul resitensi atau skeptisisme di beberapa jajaran kepolisian. Namun setelah melalui proses penyusunan standar kinerja, komunikasi intensif, uji coba, dan perbaikan; tanggapan dari jajaran kepolisian di bidang SDM sangat positif. SMK/SPK akan memperbaiki kinerja kepolisian, terutama sebagai dasar penentuan promosi jabatan dan imbalan.

Dari dua proyek uji coba (simulasi) penerapan SPK yang dilakukan di Polres Tanah Karo (Polda Sumut) dan Polresta Kupang (Polda NTT) serta pada Sekolah Pimpinan Polri di Lembang ini dapat disimpulkan bahwa SPK yang baru ini akan menyumbang pada perbaikan kinerja kepolisian karena kriteria penilaian yang lebih obyektif, transparan dan partisipatif. Perencanaan standar kinerja dan indikator untuk mengukurnya dilakukan secara partisipatif dan disesuaikan dengan fungsi-fungsi di tingkat Polda yang memungkinkan berbeda-beda penerpannya.

Hingga saat evaluasi ini disusun, pihak LM FEUI juga belum menyerahkan laporan kepada Biro Jianstra SDM Polri, sehingga proses pengambilan keputusan untuk penetapan Skep Siste3m Manajemen Kinerja yang baru belum dapat dilakukan.

Proses penyusunan SMK/ SPK yang baru ini memang memerlukan kajian, uji coba yang panjang dan rumit. Diperlukan waktu hampir 4 tahun untuk meyakinkan pihak Polri, menjaring pendapat untuk penentuak standar kinerja, dan malkukan uji coba.

4.4.1.3 Keberlanjutan: Belum dapat diukur
Penerimaan dan penerapan SMK/SPK dalam kerangka pengambangan SDM sangat bergantung pada dua sistem lainnya, yakni jalur karir dan pendidikan/ pelatihan. LM FE-UI mentargetkan sebelum bulan Juli 2009, sistem pengembangan karir dan renumerasi sudah disusun.

4.4.1.4 Dampak: Belum dapat diukur
Dampak proyek pembangunan SMK/SPK ini bagi pengembangan sistem SDM secara keseluruhan belum dapat dinilai karena 2 sistem lainnya (jalur karir dan renumerasi) belum disusun standarnya. Walaupun demikian standarisasi manajemen kinerja ini telah memperoleh sertifikasi ISO.  REF _Ref221085099 \h  \* MERGEFORMAT 
 meringkas proyek-proyek dukungan Kemitraan di bidang pendidikan.

Tabel 6 Program Pengembangan SDM Polri (2003-8)

	No Proposal
	Year
	Project Title
	Geographical Focus
	Implementing Agency
	Donor

	73|PR.02147
	2004-4
	Continuous Reform of the RI Police Department of Its Human Resource Division
	National level (Jakarta, West Java, Banten, Central Java, East Java, Bali, East Nusa Tenggara, Lampung, North Sumatra, Riau, South Kalimantan, West Sumatra, South Sulawesi, North Sulawesi, and Papua.)
	LM FE-UI; Mabes Polri
	EU

	72|PR.02148
	2004-5
	The Development of Recruitment System and Instrument of the RI Police Officers
	Nationwide
	LPPsi-UI; Bidang SDM - Mabes POLRI
	DUTCH

	50|PR.02601
	2005-5
	Committee on the Election and Determination of Members of the National Police's Commission (KOMPOLNAS)
	National level 
	Bidang SDM - Mabes POLRI
	DUTCH

	11|PR.02738 (SJG)
	2006-7
	Human Resources Management Planning of The Indonesian National Police 
	National level 
	LM FE-UI
	AUSAID 

	7.a|SJG - 06
	2007
	Continuous Reform of the Human Resource Management of the Indonesian National Police Institution: Project of Improvement for Working Performance Management System of Police.
	National level: Riau, Pontianak, Semarang, Mataram, Manado, Jakarta (Improvement of Police Working Performance Evaluation System)
	LM FE-UI
	Dutch

	7.b|SJG 06
	2008
	Continuous Reform of the Human Resource Management of the Indonesian National Police Institution: Project of Accountable and Transparent Recrutiment for Bintara (Non-Commissioned Police) through internal and public oversight
	National level: Banten, Medan, Makassar, Kupang, Papua
	LPPsi-UI
	


4.4.2 Rekrutmen dan Seleksi Bintara
Pengembangan sistem rekrutmen dan seleksi bintara didahului dengan penyusunan suatu instrumen untuk seleksi test psikologis (72|PR.02148) dan kemudian berlanjut dengan pembangunan pengawasan internal dan eksternal terhadap sistem rekrutmen dan seleksi BINTARA tersebut (7.b|SJG 06).

4.4.2.1 Relevansi: Sangat relevan
Pilihan intervensi Kemitraan di bidang SDM yang dimulai dari proyek rekrutmen dan seleksi calon di tingkat yang paling ‘bawah’ berdasarkan pada setidaknya dua alasan utama.
 Pertama, meningkatkan kualitas calon polisi. Direncanakan dalam beberapa tahun mendatang, persyaratan tingkat pendidikan caba akan dinaikkan setingkat D1 atau S1. Kedua, dibandingkan rekrutmen untuk calon perwira di Akademi Kepolisian (Akpol), proses rekrutmen dan seleksi BINTARA tersebut ditengarai paling sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Usaha untuk mengubah sistem rekrutmen yang masih sangat subjektif ini, sangatlah relevan guna membawa perubahan secara menyeluruh terutama guna menjaga gerbang masuknya calon-calon bakal polisi.
4.4.2.2 Keefektifan: Efektif
LPPsi  UI memainkan peranan yang penting di dalam menentukan standar yang andal untuk menseleksi calon Bintara yang berkualitas. Instrumen ini menggantikan instrumen seleksi yang lama yang masih berioerientasi pada tuntutan kriteria fisik dan bias dengan ‘kebutuhan’ ketentaraan. Aspek psikologis, kesehatan jasmani dan intelektual kini menjadi kriteria utama penseleksian. Namun perlu diperhatikan bahwa keterlibatan Kemitraan di dalam penyusunan modul dan sebagainya cukup intens di awal tetapi kurangnya keterlibatan secara substantif sehingga proyek ini kurang terkorelasi dengan proyek pengembangan SDM secara keseluruhan.
Tabel 7 Perbandingan Proses Rekrutmen dan Seleksi Bintara yang baru dan lama (Dokumen Pemantauan & evaluasi Sdri. Lenny Hidayat, M&E Officer, di Makasar tahun 2007)
	Dimension
	Before
	After

	Time
	Longer period (5-6 months)
	3 months

	Process
	Health check up only once
	Health check-up twice. One for the irreversible disease and the other is reversible disease.

	Chronology
	Rigid Administration
Parade
Panel meeting 1
Health check up
Physical strength
Academic
Clinic psychological test
Last Panel meeting
Training
	Relatively shorter Administration process
Health 1
Psychology test
Academic test
Health 2
Physical include the parade
Last administration/Pantohir
Temporary graduation
Training

	Data processing
	Manual counting
	Scanner and computer

	Monitoring and evaluation
	No external parties. All test materials and decision of the result validity lies on the Polda committee.
	Several third parties join the recruitment phases.
Association of Indonesian Doctor’s
(IDI) become the evaluator for the health check up
Local Education Department provides the academic test materials.
NGO involvement (even tough their involvement is yet optimum)
Mabes Evaluators
But no parents, less media involvement and the public.

	Campaign
	Schools, banner outside the Polda near the recruitment period, radios announcements.
	Relatively no innovations.

	Announcement
	Only in the Polda
	Relatively no innovations.


Dalam penerapannya, tatacara dan mekanisme tersebut dapat ‘bervariasi’ dari satu Polda dengan yang lainnya. Jaminan tercapainya transparansi dan akuntabilitas masih sangat tergantung dari dukungan kepemimpinan di Polda yang bersangkutan dan prakarsa dan kesungguhan para anggota Pengawas Eksternal untuk terlibat aktif dalam PPSB. 
Dari sisi jaringan pengawas eksternal, evaluator yang sempat bertemu dengan jaringan pengawas di Medan dan Kupang mengambil kesimpulan bahwa antusiasisme dan keterlibatan unsur masyarakat dalam pengawasan BINTARA cukup tinggi, terutama pada mereka yang berasal dari organisasi non-pemerintah, perguruan tinggi dan organisasi profesi. Di wilayah Polda NTT, salah satu ornop yang memiliki wilayah kepedulian pada urusan kepolisian, bahkan telah mengambil prakarsa lebih jauh untuk menjadi koordinator pengawas eksternal dan memfasilitasi proses pertemuan di antara mereka.
Namun salah satu faktor yang memengaruhi kinerja para pengawas ini adalah sosialisasi mekanisme pengawas eksternal yang harus diperkuat agar jaringan dan antusiasme mereka tidak tenggelam oleh waktu dan juga kesibukan lembaga masing-masing. Satu aspek yang mungkin agar tertinggal adalah para orang tua dari bakal calon BINTARA yang sangat berkepentingan untuk didampingi dan perlu mengetahui akses-akses mana saja yang bisa mereka gunakan untuk pengaduan jika terjadi pelanggaran. Akses yang kuat harus bisa dijamin karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa para orang tua justru takut anak mereka terancam dikeluarkan jika mereka mengadu.
4.4.2.3 Keberlanjutan: Berlanjut
Disusunnya buku Pedoman Pengawasan Seleksi Bintara POLRI serta terbentuknya kelompok pengawas eksternal telah menunjukkan niat dan upaya sungguh-sungguh POLRI untuk memperbaiki citranya di masyarakat melalui kesediaan dan keterbukaan pihak POLRI untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan perekrutan bintaranya. 
Keterlibatan masyarakat ini memungkinkan tercapainya tujuan perekrutan Bintara POLRI yang bersih, transparan, adil dan akuntabel. Model pengawasan yang baru ini dinilai oleh Polri cukup baik sehingga telah digunakan juga dalam seleksi Akpol tahun 2007 dan 2008. 
4.4.2.4 Dampak: Berdampak
Program BINTARA ini memberikan sumbangan yang sangat berarti untuk memperbaiki citra POLRI di mata masyarakat. Bahkan, POLRI berhasil mendapatkan MURI untuk transparansi yang telah dilakukannya. Hal ini dapat dipandang sebagai salah satu pengakuan masyarakat terhadap keseriusan POLRI dalam memperbaiki kinerja dan citranya. 
Dibandingkan dengan proyek lainnya dalam kerangka penguatan kelembagaan dan pengawasan, proyek Pengawasan Perekrutan dan Seleksi Bintara (BINTARA) ini merupakan model intervensi yang paling berhasil dan memiliki dampak nyata langsung di masyarakat. 
Jika pengawasan eksternal dapat diperkuat maka akan mengurangi peluang manipulasi dan penyuapan dalam proses rekrutmen maupun seleksi. Kapolri telah memberikan sanksi administratif terhadap beberapa oknum kepolisian yang terbukti ikut berkolusi dan melakukan penyimpangan.
 Meskipun belum ada kasus penyuapan yang terungkap, namun pihak kepolisian bertekad untuk memprosenya secara pidana.
 Penting dicatat juga, ada kasus di mana seorang tokoh masyarakat terkemuka yang bersedia menjadi pengawas eksternal kebetulan memiliki sanak saudara yang menjadi calon bintara mengurungkan niatnya untuk berkolusi setelah mengetahui betapa pentingnya manfaat model seleksi ini untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas kepolisian.

Sosialisasi dalam proses rekruitmen Bintara juga mencakup kampanye ‘anti-KKN’ yang dilakukan Polda hingga ke tingkat Polres. Di wilayah Polda Sumut, sosialisasi dan pengumuman dalam bentuk spanduk, booklet dan selebaran bahkan sudah dilakukan di tempat-tempat umum dan SMU. Sementara di  wilayah Polda NTT hanya terbatas di lingkungan Polres. Walaupun demikian masih dapat dipertanyakan sejauh mana kampanye ini efektif untuk mengurangi jaringan dan budaya nepotisme dan kolusi yang sudah berurat berakar di masyarakat. 
4.4.3 Pendidikan dan Kurikulum
Sebagai bagian dari reformasi struktural, pendidikan dan kurikulum menempati peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas personalia Polri. 
Kurikulum yang digunakan selama ini menggunakan paradigma militeristik dan belum menampung semangat reformasi kepolisian, semangat UU No. 2/2002, serta kurikulum berbasis kompetensi. Gagasan penyempurnaan kurikulum terutama materi pendidikan kepolisian telah didiskusikan secara internal di pihak Kepolisian. Hal ini menunjukkan komitmen dari pihak Kepolisian untuk mengubah sistem pendidikan mereka. Dengan sendirinya, penyempurnaan kurikulum pendidikan pertama bagi Bintara POLRI mutlak harus dilakukan.

Dukungan Kemitraan dalam pengembangan pendidikan dan kurikulum dimulai pada tahun 2001 atas permintaan Kapolri dan PTIK untuk menyelenggarakan suatu seminar dan lokakarya yang  memberikan masukan dan perbaikan terhadap Naskah Deskripsi Matakuliah (DMK), Garis Besar Program Pengajaran (GBPP), dan Satuan Acara Perkuliahan yang dihasilkan oleh Kelompok Kerja Pengembangan Kurikulum yang terdiri dari para ahli, pengelola pendidikan dan latihan Polri, serta masyarakat (55|PR.01202). 
Dukungan ini berlanjut dalam bentuk penyempurnaan kurikulum di Lembaga Pendidikan dan Latihan (LPLT) Polri,  dan penataan jenjang program dan lama waktu pendidikan (57|PR.01076) dan kegiatan Diskusi Panel untuk pengembangan bahan ajar di Sekolah Polisi Negara (SPN) serta proyek pengadaan perpustakaan SPN (48|PR.01113). 
Namun sayangnya, program kurikulum ini tidak mendapatkan perhatian yang intens oleh Kemitraan sehingga meskipun sekarang masih digunakan tetapi dampak terhadap cara berpikir polisi memerlukan studi lebih lanjut.
Tabel 8 Program Pendidikan dan Pengembangan Kurikulum (2001-3)

	No Proposal
	Year
	Project Title
	Geographical Focus
	Implementing Agency
	Donor

	55|PR.01202
	2001-2
	Seminar and Workshop on Development of Police Education and Training Curriculum
	Indonesia
	PTIK II
	SWEDEN 

	57|PR.01076
	2002-3
	Development of Police Education and Training Curriculm
	Indonesia 
	PTIK I
	SWEDEN 

	48|PR.01113
	2002-3
	Panel Discussion: 'Development of Teaching Material in State Police School to Improve Police Education in the Era of Independent Police Reform'
	Indonesia 
	SET DEDIKLAT - Mabes POLRI
	DUTCH

	64|PR.01712
	2003-4
	Improvement of Curriculum for Bintara Education of Police
	Indonesia 
	LPP - Mabes Polri
	DUTCH

	10|PR.0274 (SJG)
	2006-7
	Strategy and Policy Support to Develpment female Police Education as well as to increase the number of Polri Female Police.
	National
	
	DANISH (Direct Funding)


4.5 Sistem Manajemen Keuangan
Salah satu reformasi instrumental yang terpenting adalah pembenahan manajemen keuangan dan anggaran dengan sistem penganggaran yang berbasis kinerja guna mengefektifkan pelayanan POLRI pada masyarakat. Pelaksanaan reformasi berkelanjutan ini di Polri membutuhkan perbaikan bidang manajemen keuangan. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara (State Finance)
 perlu dilaksanakan di Polri, namun di sisi lain, belum ada model manajemen keuangan yang baku bagi lintas unit dan lintas wilayah Polri. Praktik manajemen keuangan yang ada belum sesuai dengan keharusan reformasi Polri. Kemitraan memfasilitasi reformasi sistem pengelolaan keuangan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Manajemen Universitas Indonesia (LPEM UI) selama lebih dari satu tahun (53|PR.01592).
Tabel 9 Program Reformasi Sistem Pengelolaan Keuangan (2003-4)

	No Proposal
	Year
	Project Title
	Area
	Implementing Agency
	Donor
	Capaian
	Nilai

	53|PR.01592
	2003-4
	Sustaining Reform of Police Institution: Financial Management System
	Indonesia, Jakarta, East Java, East Kalimantan, West Nusa Tenggara.
	LPEM UI
	DUTCH
	Pemetaan terhadap manajemen keuangan, akar masalah dan rekomendasi strategi perubahannya.
	25 (Good practice)


4.5.1.1 Relevansi: Sangat relevan
Manajemen keuangan dan anggaran di lingkungan POLRI berakar pada tiga sumber masalah: (i) visi dan misi yang gagal terserminkan dalam rencana dan anggaran; (ii) dana terbatas dengan pola alokasi yang sub-optimal, dan (iii) praktek akuntabilitas semu di bidang keuangan.  Kedua landasan hukum baru di bidang keuangan pemerintah ini, bukan saja telah mengusung ‘keranda’ Indische Compatbiliteit Wet ke ‘tempat peristirahatan terakhir’, tapi juga menjadi pencetus kerangka pikir penganggaran sektor publik yang baru, dengan melakukan re-orientasi menuju pembiayan publik terhadap hasil. 
Kemitraan mendukung proyek ini karena memang ada kebutuhan dukungan kapasitas dalam pembenahan keuangan Polri. Mengingat Polisi pada masa lalu masih terikat dengan institusi angkatan bersenjata. inilah kali pertama Polri berupaya mengembangkan sistem menjemen keuangan yang mandiri. 
 

Proyek ini bertujuan  mereformasi manajemen keuangan POLRI, dengan mengacu pada pelaksanaan reformasi manajemen keuangan pemerintah berdasarkan UU 17/ 2003 tentang Keuangan Negara dan UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kemitraan mendukung ini karena  memang ada kebutuhan dukungan kapasitas dalam pembenahan keuangan Polri yang tidak memiliki sistem manajemen keuangan yang mandiri.
 
Dalam proyek ini disusun rancang tindak (action design) berdasarkan strategi yang efektif, efisien dan sistematis, dengan menggunakan format Program Berbasis Logika (PBL).  Dengan menggunakan PBL, visi dan misi serta sasaran dapat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki POLRI. PBL dapat memfasilitasi penerapan skala prioritas program dan menyediakan ukuran kinerja (hasil) secara spesifik melalui pedoman perencanaan yang SMART, sehingga diharapkan mampu menghasilkan keputusan operasional pemolisian yang lebih baik dan terukur. 
4.5.1.2 Keefektifan: efektif
Berdasarkan pemetaan masalah pengelolaan keuangan dan penganggaran yang dilakukan LPEM FEUI, proyek ini telah menghasilkan suatu cetak biru dan arahan Polri bagi reformasi berkelanjutan di bidang pengelolaan keuangan dan anggaran. Hasil pemetaan tersebut mencakup: (i) penilaian dan evaluasi terhadap kondisi pengelolaan keuangan dan anggaran yang ada; (ii) temuan tentang akar masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan; dan (iii) rekomendasi tentang metodologi yang disarnkan untuk perbaikan atau perubahan, yakni dengan menerapkan logical program approach (PBK) dan penganngaran berbasis konerja (ABK) dalam perencanaan keuangan dan penganggaran Polri sesuai dengan pedoman pelaksanaan UU.
Akar masalah tersebut adalah:
 (i) partisipasi yang sangat rendah di dalam perencanaan keuangan dan pengannggaran yang dilaksanakan pada satuan terbawah; (ii) ketidakjelasan dalam menyusun indikator kinerja keuangan; (iii) indeks anggaran tidak realistis sesuai dengan kebutuhan dan makusd program; (iv) dokumen anggaran tidak digunakan sebagai pedoman/ otorisasi keuangan; dan (v) terkait dengan soal Surat  Keputusan Otorisasi Keuangan (SKOK) Kapolri dan Perintah Pelaksanaan Program (P3) ada batas keleluasaan (margin of discretion) yang sangat besar dalam pengelolaan anggaran; serta (vi) sangat lemahnya perencanaan kedaruratan (contingency planning).

Proyek ini juga menghasilkan cetak biru dan petunjuk reformasi berkelanjutan Polri bidang manajemen keuangan dan anggaran yang memuat uraian terhadap 8 (delapan) aspek pokok manajemen keuangan POLRI yang disarankan dengan pendekatan dan anggaran berbasis kinerja (ABK-PBK) meliputi:  (i) manajemen perencanaan dan penganggaran; (ii) tinjauan terhadap prioritas anggaran; (iii) analisis biaya kegiatan; (iv) manajemen kedaruratan; (v) manajemen kas; (vi) manajemen pengadaan  barang; (vii) manajemen dana swadaya; dan (viii) manajemen dana pemeliharaan kesehatan. Hasil rekomendasi dikomitmenkan oleh Polri untuk diterapkan dalam pengelolaan dan penganggran berbasis kinerja.
  

4.5.1.3 Keberlanjutan: belum dapat diukur
Rekomendasi LPEM FEUI, dalam bentuk rancangan rencana strategis pengelolaan keuangan dan penganggaran,
  mengandaikan berbagai kesiapan di tingkat kebijakan pengelolaan keuangan dan kapasitas personalianya, termasuk perlunya pendidikan dan pelatihan PBK-ABK.

Walaupun demikian, karena keterbatasannya, evaluasi ini tidak dapat mengetahui, misalnya: 
· Bagaimana tindak lanjut dari komitmen pimpinan Polri untuk menerapkan cetak biru dan pedoman tersebut. Apakah sudah ditetapkan dalam suatu kebijakan dan aturan resmi? Jika sudah bagaimana hasilnya? Apakah rekomendasi LPEM UI tersebut kemudian diterapkan?
· Seberapa besar kesiapan sumberdaya dan personalia untuk menerapkan cetak biru dan arahan Polri tersebut? 
4.5.1.4 Dampak: belum dapat diukur
Karena capaian proyek ini masih berada di tingkat komitmen (perubahan kesadaran/ sikap) belum diketahui bagaimana kemudian kebijakan dan penerapannya. Evaluasi ini juga tak dapat menilai seberapa besar dampak perubahan sikap pada pimpinan Polri telah menyumbang pada akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Polri, termasuk upaya untuk mencegah dan mengurangi kebocoran. Hasil survei lembaga lain menunjukkan bahwa Polri masih dianggap salah satu institusi terkorup. 

Evaluasi ini hanya dapat menyatakan bahwa kesediaan dan dukungan dari pimpinan Polri untuk mereformasi sistem pengelolaaan keuangan dan penganggaran merupakan prasyarat penting bagi perwujudan Polri yang bersih, bertanggungjawab dan bebas KKN.
4.6 Pengawasan: Polwatch dan Kompolnas
[Masukan Kerangka kerja dan konsep tentang Pengawasan internal dan eksternal Polri dan alasan Kemitraan melakukan penguatan pengawasan]
Tabel 10 Program Pengauatan Pengawasan (2002-4)
	No Proposal
	Year
	Project Title
	Geographical Focus
	Implementing Agency
	Donor
	Capaian utama
	Level of change
	 

	54|PR.01134
	2002
	Facilitating The Development of Local Police Watch Function In North Sumatra, West Java, East Java, and Bali
	Jakarta, North Sumatra, West Java, East Java, and Bali 
	POLWATCH
	DUTCH
	Project design, training model, Policewatch network, 16 skilled monitoring and mapping staffs in each targeted provinces (64 in total)
	Institusi, kesadaran
	Good Practices

	68|PR.02175
	2003
	Police and Community: Identifying Distinctive Characteristics of Indonesian Police (Second Stage)
	East Kalimantan 
	
	EU
	16 triners on tranparancy and accountability, 177 police participants, 18 trainers supervisors, independent policewatch in 6 areas.
	Institusi, kesadaran, sikap, tingkah laku
	Fair

	47|PR.02557
	2005
	Public Oversight on Police Service in Papua 
	The Municipal and Regency of Jayapura 
	LBH - Papua
	DANISH
	Guideline book, tangible assistance for the supervision forum of community
	Institusi, kesadaran, sikap
	fair

	50|PR.02601
	2005
	Committee on the Election and Determination of Members of the National Police's Commission (KOMPOLNAS)
	National level 
	Bidang SDM - Mabes POLRI
	DUTCH
	Transparent, accountable, participative selection process.
	Not available
	Good practices

	7.b|SJG 06
	2008
	Continuous Reform of the Human Resource Management of the Indonesian National Police Institution: Project of Accountable and Transparent Recrutiment for (Non-Commissioned Police) BINTARA through internal and public oversight
	National level: Banten, Medan, Makassar, Kupang, Papua
	LPPsi-UI
	SIDA
	
	
	

	|(no project code)
	2008
	Support Transprarency and Accountability of INP through Enchancing the Duties and Authorities of National Police Commission (Kompolnas)
	National
	Kompolnas
	Fully Internal Trust Fund
	
	
	


4.6.1.1 Relevansi
Tugas pengawasan terhadap INP untuk menyebut beberapa isu, antara lain: menerima pengaduan masyarakat, mempertemukan INP dengan lembaga masyarakat, melakukan rekomendasi terkait dengan beberapa program Polri, termasuk yang sudah dibantu Kemitraan, seperti: RPK dan Polwan, rekrutmen polisi dan Sistem Penilaian Kinerja Polisi. 
Sejak proses legislasi RUU Kepolisian yang baru (2001-2), Kemitraan telah bekerjasama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil, terutama Police Watch (56|PR.01075). Kerjasama ini berlanjut
Sebelumnya RUU tersebut belum memasukkan Kompolnas dalam bagian naskah. Meskipun akhirnya lembaga pengawasan Kepolisian ini masuk juga dalam naskah RUU yang dibahas dan kemudian disahkan pada 8 Januari 2002.  Tetapi Kompolnas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan/ penyelidikan (inquiry), dan hanya memberikan rekomendasi terbatas terhadap pengaduan masyarakat yang diterimanya.
Pembentukan Kompolnas dan pelembagaannya adalah program yang sudah dirintis Kemitraan sejak legislasi UU Kepolisian RI sepanjang 2001 hingga disahkan pada 24 Januari 2002 menjadi UU No.2/2002. 
4.6.1.2 Keefektifan
Baik pihak Kepolisian (penerima manfaat) maupun masyarakat (ornop) merasa bahwa Kompolnas menjadi faktor penting dalam reformasi Polri, dengan tujuan agar masyarakat dapat ikut serta dalam memantau kinerja kepolisian dan terbuka akses bagi transparansi pertanggungjawaban Polri. Fungsi pengawasan Kompolnas akan memperkuat misi Polri. Akan tetapi fungsi untuk menjalankan pemeriksaan/ investigasi tidak dimandatkan dalam UU Polri tersebut. Kompolnas hanya memberikan rekomendasi baik terhadap keluhan masyarakat maupun atas masalah internal yang muncul di tubuh Polri.
Mengacu pada dokumen PAC, hasil yang diharapkan dari proyek Penguatan “Support Transprarency and Accountability of INP through Enchancing the Duties and Authorities of National Police Commission (Kompolnas) adalah: (i) pengelolaan pengaduan publik dan saran yang bekait dengan kinerja Kepolisian menjadi efektif; dan (ii) naskah kebijakan yang terkait dengan kebijakan makro masa depan Kepolisian disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Polkam.
Untuk mencapai hasil tersebut, diperlukan berbagai kegiatan yang akan menghasilkan:
· Koordinasi yang efektif di antara Kompolnas dan Polri dimapankan untuk mendiskusikan pengaduan publik dalam berbagai soal yang terkait.
· Kerjasama  yang efektif di antara Kompolnas dan berbagai organisasi lokal, termasuk media massa untuk menangani pengaduan/ keluhan publik dan menyarankankannya ke pihak Polri
· Tatacara dan mekanisme pengaduan/ keluhan ditetapkan dan dikelola dengan efektif
· Data yang tersedia berkait dengan Kepolisian dikumpulkan dengan seksama sebagai sumber informasi untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.
· Naskah kebijakan yang terkait dengan kebijakan makro direkomendasikan kepada Polri dipersipkan dengan baik, dan diajukan kepada Presiden melalui Menko Polkam
Kompolnas memang hadir ke pengaduan, misalnya di Medan dan beberapa Polres di Sumut. Namun demikian hasilnya tidak diketahui oleh para pelapor.
 Dalam hal ini sangat kelihatan bahwa complain handling Kompolnas belum secara mudah menjangkau masyarakat, terutama hasil tindak lanjut Polri terhadap rekomendasi Kompolnas. 
Polisi mengaku memanfaatkan Kompolnas karena sifatnya yang independen. Sifat independen dari Kompolnas, di satu sisi menguntungkan, namun di sisi lain, karena rekomendasi tidak selalu harus ditindaklanjuti dengan perubahan dari Kapolri, maka fungsi internalnya pun diragukan.
 
Tugas utama Kompolnas adalah memantau kinerja Polri sesuai visi dan misi Polri. Karena itu walaupun wewenang sangat terbatas (tidak mempunya kewenangan memeriksa) Kompolnas berusaha menguatkan mandat mereka dengan berjaringan dengan masyarakat. Dalam proyek  “Support Transprarency and Accountability of INP through Enchancing the Duties and Authorities of National Police Commission (Kompolnas)  kerjasama Kemitraan yang menjadi host bagi pengaduan masyarakat tentang polisi:
· Jakarta  (LBH Jakarta)
· Jawa Timur (LBH Surabaya)
· Sumatera Utara (LBH Medan)
· Jawa Tengah (LBH Semarang)
· Sulawesi Selatan (LBH Makasar)
· Aceh (LBH Banda Aceh)
· Papua (LBH Jayapura)
Pemanfaatan jaringan LBH untuk pengaduan masyasrakat ini bukanlah ide baru, karena meminjam pengalaman Komisi Yudisial yang menggunakan jaringan LBH di berbagai daerah untuk pemantauan kinerja Hakim di Indonesia. Namun pengaduan terbanyak masih berasal dari masyarakat. Masih sangat terbatas dari polisi sendiri.

Selain itu selama ini belum pernah Perwira tinggi (tingkat genderal) yang pernah dihukum oleh Kapolri. Pengaduan tentang perilaku Jendral memang ada, rekomendasi sudah dilanjutkan (misal 2 polda pada tahun 2008 yang terindikasi backing judi) namun tindak lanjut malah tidak ada.
Sementara itu, Kompolnas bekerja terbukti dengan kehadiran komisioner beberapa kali ke wilayah Sumut. Namun demikian polisi belum memanfaatkan betul fungsi kompolnas karena kekhawatiran informasi dan juga keefektifan tindak lanjut pengaduan pada polisi.

4.6.1.3 Keberlanjutan
Pada kurun waktu 2001-2006, Police Watch (PolWatch) sebenarnya sudah memiliki arah dan fokus yang tepat, yakni menularkan kemampuan pemantauan pada masyarakat di berbagai daerah. Selain itu, mereka juga telah menggunakan dana terbesar pada isu Police Oversight. Namun dalam kelanjutannya, PolWatch mengalami masalah dan kesulitan internal sehingga, setelah Adnan Pandupradja menjadi anggota Kompolnas, kegiatan Polwatch praktis berhenti.
 Hijrahnya orang-orang kunci Persoalan ini memang klasik namun harusnya sudah dapat diantisipasi dengan perencanaan NGO itu sendiri.
Dapat diperbandingkan dalam hal pengawasan di dan dalam sistem antara dua NGO Polwatch dan Elsam, yang sama-sama memilki anggota/staf ke dalam dua badan Pengawasan yakni Komnas HAM (Elsam) dan Kompolnas (Polwatch).
Tabel 11 Perbandingan Keberlanjutan Polwatch dan Elsam
	4.6.2 
	Tipologi
	Polwatch
	Elsam

	1
	Fokus pada bidang pengawasan/ pemantauan
	Ya 
	Ya

	2
	Auxallary state institution
	Yes (Adnan Pandupraja-Kompolnas)
	Yes (Abdul Hakim, Ifdhal Kasim – Komnasham)

	3
	Sustainability
	No (tidak aktif)
	Yes (masih aktif)


4.6.2.1 Dampak : Belum dapat diukur
4.7 Dukungan Lainnya: 
4.7.1 Bantuan operasional pemilu 
Ada 2 proyek yang dilakukan pada tema ini: (i) Pajor planning for the secutity Operation of the Election 2004 2004 (Mantap Brata XII Pre-operation), penerima manfaat Deops Polri (70|PR.02140); dan (ii) Printing and distributing three Manual books Related to the Police Roles and Responsibility in the Election 2004 (71|PR.02151)

4.7.1.1 Relevansi: Sangat relevan
Proyek ini berkaitan dengan Pemilu 2004 di mana sistem pemilu banyak berubah dari sebelumnya. Isu keamanan penting, mengingat pemilu sebelumnya masih adanya kekerasan dan peledakan bom saat sebelum (termasuk masa kampanye) dan sesudah pengumuman Pemilu. 

Intervensi dalam isu kemananan Pemilu juga dikemas dengan baik karena proyek ini juga memperkuat kemampuan anggota Polri dalam mengamankan pemilu, termasuk tentang atura-aturan baru dalam pemilu yang termaktub dalam UU 22/2002. 

4.7.1.2 Keefektifan: Sangat efektif
Program ini, merupakan salah satu bukti apabila terjadi hubungan baik, serta kepekaan menghadapi isu di masyarakat maka program dapat berlangsung baik secara programatik dan manfaat langsung dari masyarakat.

Program ini menghasilkan sebuah kebijakan pemantapan Keamanan bernama Operasi Mantap Brata, yang juga menghasilkan semcam panduan tertulis dalam pengamanan Pemilu secara Nasional pada 2004.

Program ini sangat bermanfaat karena pengakuan juga datang dari pemberi dana. Ini penting karena pada masa ini Kemitraan masih menjadi lembaga Grant Maker, bukan implementator.

4.7.1.3 Keberlanjutan: tidak berlanjut
Proyek ini telah mengahsilkan integration of operational functions for Polri and related institutions in the operation, and produced skilled human resources. Hasil ini setidaknya telah teruji di  36 Main instructors for 6 rayons, with total 175 local instructors in the 6 rayons, and 30 personnel divided in 5 units of Election Criminal Investigation Unit. The project management was able to contribute in a more concrete activity design.

Karena operasi ini pada saat pemilu,  maka sangat mungkin untuk direplikasi dan dilanjutkan pada pemilu berikutnya.

4.7.1.4 Dampak: Sangat berdampak
Proyek ini sangat bermanfaat karena secara khsusus membantu pelaksanaan pengamanan Pemilu serta adanya pengalaman tindakan serta keberhasilan bagi Polri dan penerima manfaat atas amannya pemilu.

Program ini berjalan sangat baik, karena sebenarnya tidak tercantum ketat dalam rancangan Polri. Tapi menurut sumber program ini merupakan langkah yang sangat bermakna, karena terbukti Pemilu 2004 hampir nihil terjadi kekerasan dan tindakan kriminial berat di lapangan.
4.7.2 Pemberantasan korupsi
Ada satu proyek yang masuk dalam kategori Pemberantasan Korupsi, yaitu Support for Anti Corruption Unit of Police Regional Office (POLDA) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Through Training Program on Corruption. Pelaksana proyek adalah Nanggroe Aceh Darussalam Polda, dengan Time frame: July 20, 2005 – December 31, 2005; ext. February 28, 2006.

	No Proposal
	Year
	Project Title
	Geographical Focus
	Implementing Agency
	Donor

	70|PR02140
	2003
	Major Planning for the security Operation of the Election 2004 (Mantap Brata XII Pre-operation)
	Nationwide
	DEOPS - Mabes POLRI
	DUTCH

	71|PR02151
	2003
	Printing and Distributing Three Manual Books Related to The Police Roles and Responsibility In The Election 2004
	Nationwide
	Bareskrim - Mabes POLRI
	EU

	51|PR02635
	2005
	Support for Anti Corruption Unit of Police Regional Office (POLDA) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) through Training Program on Corruption
	Banda Aceh 
	Polda Aceh
	DANISH 

	3 project
	
	
	
	
	


4.7.2.1 Relevansi: cukup relevan
Corruption eradication handled by Aceh Polda was still unoptimized. Evaluation result in 2004 showed that Polda could only settle 9 cases out of reported 26 cases. Aside from that, tsunami disaster weakened Polda's capacity to settle corruption cases. While some of the professional human resources became the tsunami victims. Thus, the project aims to enhance the capacity of Aceh Polda in fighting corruption in Nanggroe Aceh Darussalam through a three days training program.
Strategi.

First, a three days training (TNA/Training needs Assessment) was convened involving police investigator, focusing on corruption issues and building police officers' capacity in handling corruption cases reported by Aceh people. Then 3 months after the training, an evaluative meeting was conducted, and 3 months after the evaluation conducted.

4.7.2.2 Keefektifan: kurang efektif
Sulit diukur keefektifan dalam memberantas Korupsi. Namun intervensi Kemitraan cukup memberikan modal pengetahuan di mana ada 100 orang yang terlatih dengan modal rencana aksi yang dibuat oleh Polisi local di Aceh.

Tabel 12 Program Dukungan Lainnya (2003-5)
	No Proposal
	Year
	Project Title
	Geographical Focus
	Implementing Agency
	Donor
	
capaian
	Perubahan
	Rating

	70|PR.02140
	2003
	Major Planning for the security Operation of the Election 2004 (Mantap Brata XII Pre-operation)
	Nationwide
	DEOPS - Mabes POLRI
	DUTCH
	36 main instructors, 175 local instructors in 6 rayons, 30 personels in 5 election criminal investigations unit, traing absence record, training materials.
	Institusi, kesadaran
	Good practices

	71|PR.02151
	2003
	Printing and Distributing Three Manual Books Related to The Police Roles and Responsibility In The Election 2004
	Nationwide
	Bareskrim - Mabes POLRI
	EU
	Election guide book, , Fund report audited by Djohan Maulonda. 
	sikap, kesadaran
	Good practices

	51|PR.02635
	2005
	Support for Anti Corruption Unit of Police Regional Office (POLDA) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) through Training Program on Corruption
	Banda Aceh 
	Polda Aceh
	DANISH 
	100 TNA Participants with better knowledge, action plans to fight corruption.
	Sikap, tingkah laku, kesadaran
	Good practices


5 Kesimpulan
5.1 Program dan proyek secara keseluruhan
5.1.1 Relevansi (sumbangan Kemitraan) :  relevan, pertajam fokus
Pada perioede 2001-4 proyek-proyek masih tersebar belum terfokus. Namun setelah 2005 sudah lebih koheren. 
Meski dengan bobot, tingkatan dan derajat intervensi yang berbeda, hampir semua proyek di bawah kluster SJG merupakan intervensi strategis dalam reformasi (strutural, instrumental, dan kutural) kepolisian. 
Di bidang reformasi struktural, proyek pengembangan SMK dengan standar penilaian kinerja (SPK)nya bukan hanya telah masuk pada jantung masalah SDM Polri untuk menjadi lebih profesional, melainkan juga telah menyumbang pada pembentukan polisi sipil yang mandiri.
Di bidang reformasi instrumental, melalui Kelompok Kerja Reformasi Kepolisian, Kemitraan telah memfasilitasi keikutsertaan berbagai kelompok masyarakat sipl, kalangan akademisi dan para pemerhati masalah kepolisian dalam proses legislasi UU baru tentang Kepolisian Negara. Meskipun hasil UU tersebut belum dapat memenuhi harapan banyak pihak,
 terutama soal posisi dan kewenangan Kompolnas sebagai lembaga pemantau dan pengawas kinerja Kepolisian dengan kewenangan yang sangat terbatas.
Kecuali dalam beberapa proyek minor, Kemitraan tetap konsisten dengan pendekatannya (good governance, desentralisasi, multi stakeholder, dan gender/ marginilzed group) sebagaimana uraian di bawah ini.
Secara umum para narasumber merasa kontribusi Kemitraan telah menyumbang pada reformasi internal Kepolisian. Sebagaimana tampak pada Chart
Tentu saja ini bukan klaim langsung untuk kontribusi Kemitraan, namun dapat dipastikan Kemitraan patut mendapat kredit mengingat tak banyak kelompok pendukung (grant maker) yang bermain pada isu reformasi kepolisian. 
5.1.1.1 Good governance (TPA)
Meskipun prakarsa sebagian besar proyek dalam periode 2001-2008 berasal dari pihak Kepolisian atau penerima manfaat lainnya (misal. Polwatch), Kemitraan secara konsisten menerapkan pendekatan tata pemerintahan yang baik (tranparansi, partisatori, dan akuntabilitas) pada sebagian besar proyek-proyek utamanya. Tiga program utama dengan jumlah dana yang cukup besar (Pengembangan Sistem Manajemen Keuangan, Penguatan SDM dan Pengawasan) merupakan pilihan strategi intervensi yang tepat dalam reformasi berkelanjutan di Kepolisian (lihat Tabel 13).
Tabel 13 Tabel proyek/ Program Kemitraan yang didekati dengan prinsip akuntabiitas
	AKUNTABILITAS
	Internal
	Eksternal

	Operasional/ manajemen/ Kinerja
	[PR.02148]: Pengembangan Sistem Manajemen berbasis Kinerja (
Sistem Manajemen Keuangan berlandaskan Anggaran berbasis Kinerja (ABK) dan Pendekatan Logika Program (PR.01592)
Penseleksian Anggota Kompolnas
Pengefektifan Pengelolaan Kompolnas untuk Pengaduan/ Keluhan (tanpa kode proposal)
	Program Polmas (2002-5): Forum Kemitraan Polsisi Masyarakat) FKPM
Program Penguatan Pengawasan: Pembentukan Jaringan Polwatch (PR.01134)
Proyek Pengawasan Rekrutmen dan Seleksi Bintara: Pengawasan Eksternal (

	Kebijakan
	Seleksi Anggota Kompolnas (PR.02601: )
Proyek Pengefektifan Manajemen Pengaduan  (PR.0000)
Pembentukan Kompolnas
Penguatan Kompolnas
	Penguatan Pengawasan: Polwatch
Penguatan Kompolnas

	Politik
	[DPR: Komisi III


5.1.1.2 Desentralisasi dan otonomi daerah
Sebagain besar proyek dalam program CoP dan penguatan kelembagaan Polda berangkat dari lingkup soal desentralisasi dan otonomi daerah, terutama yang terkait dengan masalah yang dihadapi dalam rangka memadukan antara implementasi UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara dengan UU No.22/1999 dan No.32/2004 tentang Desentralisasi (Otonomi Daerah), dan dengan yang secara khusus terkait dengan Keistimewaan Aceh dan Otonomi Khusus Papua.
5.1.1.3 Partisipasi dan keterlibatan multi stake holder
Kecuali pada beberapa proyek berskala kecil dan khusus seperti penelitian (yang beberapa di antaranya merupakan pendanaaan langsung dari DANIDA) atau proyek dukungan penyelenggaraan lokakarya/ seminar, para pemangku kepentingan (pihak Pemda, ornop/ OMS, kalangan akademisi/ perguruan tinggi dan para pengamat) selalu dilibatkan dan ikut serta dalam tahap pelaksanaan proyek atau kegiatan. 
Pada tahap perencanaan atau perancangan proyek, hanya mitra dan pihak kepolisian yang dilibatkan. Stakeholder kunci atau yang utama lainnya belum dilibatkan atau ikut serta dalam proses perencanaan/ perancangan proyek. Dalam program pengembangan SDM, LM FEUI dan Kemitraan bersama-sama merancang dan merencanakan proyek dan menyusun proposal. 
5.1.1.4 Gender dan kelompok terpinggirkan
Emansipasi perempuan dan kesetaraan gender merupakan problem krusial di dalam organisasi Kepolisian. Suatu baseline riset telah dilakukan untuk memetakan peran, posisi perempuan di dalam jajaran Kepolisian. Hasilnya menunjukkan bahwa ....... Suatu saran radikal untuk menghapus SPN khususus Polwan yang ditenggarai menyumbang pada perlakuan diskriminiatif telah direkeomendasikan oleh riset tersebut. Namun usulan ini tidak mendapat tanggapan positif di
5.1.1.4.1 Perlindungan khusus. 
Di bawah program ‘Woman in Police’, Kemitraan telah memfasilitasi suatu proyek yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang menjadi korban kejahatan. Walaupun demikian, belum ada satu proyek pun yang dirancang untuk kebutuhan khusus perempuan dan anak-anak sebagai tahanan atau tersangka tindak kriminal.
Beberapa proyek dalam program Polmas (CoP) juga telah mengeksplorasi dan menyentuh persoalan khusus dari kelompok yang terpinggirkan atau  yang harus dilindungi yakni masyarakat adat, baik sebagai bagian integral proyek (Papua) maupun sebagai solusi atau hasilnya (NTB). Namun belum ada satu pun proyek dalam kluster Tata Pemerintahan Kepolisian (2001-2008) yang secara khusus menempatkan Polmas sebagai bagian dari, misalnya, strategi penanggulangan kemiskinan (poverty reduction strategy program - PRSP) yang sesungguhnya sudah merupakan salah satu agenda dari good governance.
5.1.1.4.2 Kesetaraan Gender
Dukungan langsung Danida dalam berbagai proyek riset untuk memetakan situasi ketimpangan tersebut di jajaran Kepolisian tidak ditandaklanjuti dengan langkah-langkah nyata, misalnya, untuk memperbaiki proporsi polisi perempuan di Kepolisian. Rekomendasi hasil riset yang menyarankan perubahan kurikulum SPN yang inklusif, menghapuskan SPN khusus perempuan, serta menyediakan prasarana dan sarana yang lebih peka terhadap kebutuhan perempuan tidak dilanjutkan dengan suatu proyek perintis.
Hibah dan dukungan proyek Kemitraan untuk memperkuat ‘ruang penanganan korban’ (RPK) perempuan dan anak-anak dan membuat proyek perintis yang mengintegrasikan layanan bagi korban perempuan hanya menyumbang pada peningkatan kesadaran di jajaran Kepolisian akan pentingnya penanganan khusus terhadap perempuan dan anak-anak korban kejahatan. Belum ada perubahan kebijakan Polri untuk menyusun langkah-langkah afirmatif. Strategi proyek yang terbatas pada need assesment dan proyek perintis, tanpa disertai lobi dan dukungan pimpinan tertinggi Polri tampaknya merupakan faktor utama yang menyebabkan tiadanya perubahan kebijakan penyetaraan gender.
5.1.1.5 Hak asasi manusia
Meskipun dalam pendekatannya Kemitraan tidak secara khusus menekankan human right based approach, namun rumusan sasaran (goal) kluster program SJG menyatakan: 
[...] mengembangkan demokrasi, hak-hak manusia, keteraksesan dan keberlanjutan sektor keamanan dan peradilan melalui penguatan kelembagaan yang transparan, partisipatoris dan akuntabel. 
Dalam kerangka strategis demikian, setidaknya ada tiga program SJG (2001-2008) yang terkait erat dengan lingkup hak-hak manusia, yakni pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan, perpolisian masyarakat (Polmas), serta penguatan pengawasan eksternal.
5.1.1.5.1 Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan
Program Kemitraan bagi Pengembangan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan di lembaga-lembaga pendidikan di bawah Polri (PTIK, SPN, LPP Mabes Polri) Pokja Pengembangan Kurikulum) masih terbatas pada pemfasilitasan (bantuan teknis) dan dukungan pendanaan bagi proyek-proyek yang seluruhnya diprakarsai oleh pihak Polri. Kemitraan belum mengembangkan suatu kerangka intervensi yang dapat mengarahkan program pendidikan dan pelatihan di kepolisian secara menyeluruh; misalnya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pelbagai standar hak-hak manusia yang sangat diperlukan Polri, agar sebagai penegak hukum, mereka harus taat dan patuh pada standar dan instrumen hak-hak manusia. 
Sebagai perbandingan, International Organisation of Migration (IOM) bekerjasama dengan Polri dengan dukungan hibah Pemerintah Belanda menjalankan program pengembangan kapasitas (capacity building) melalui berbagai proyek pelatihan dan pendidikan HaM yang juga terintegrasi dengan program Polmas di berbagai wilayah di Indonesia; termasuk proyek mengembangkan tenaga pendidikan (gadik) HAM di SPN.

5.1.1.5.2 Perpolisian masyarakat (Polmas).
Program untuk membangun kerjasama antara Polri dan masyarakat di tingkat komunitas (wilayah) ini bertujuan bukan hanya untuk mengurangi kejahatan, namun untuk membangun rasa aman di tingkat komunitas (wilayah). Sasaran ideal ini bisa dicapai melalui pengembangan suatu model Polmas yang berorientasi pada pemecahan solusi tantibmas di tingkat masyarakat.
Walaupun Kemitraan adalah pihak pertama yang menggelar proyek tentang polisi di tingkat komunitas, namun intervensi Kemitraan dalam bidang yang sama masih kurang gencar dibanding lembaga lain seperti IOM atau TAF. IOM mulai gencar beraktivitas pasca Tsunami Aceh, karena pada saat itu keran intervensi internasional dalam kerangka kebutuhan masa darurat dan rekonstruksi. IOM selain menggarap isu kemanusiaan, juga menggarap isu Polri sebagai bagian kesepakatan antara Indonesia sebagai para pihak dalam organisasi PBB (UN). Sebagai lembaga yang memiliki program penguatan kelembagaan Polri, salah satu fokus program IOM adalah Community Policing. Berbeda dengan Kemitraan yang programnya dalam konteks polisi di komunitas/lokal, maka IOM lebih spesifik mengidentifikasikannya melalui program “Perpolisian Masyarakat”.
Sama halnya dengan Kemitraan, IOM juga menjalin kemitraan dengan Polri di tingkat Pusat maupun daerah. Evaluator dapat menilai bahwa program IOM lebih intensif ketimbang Kemitraan, terutama di Aceh. IOM juga mampu menarik lembaga donor berbasis negara (anggota UN) seperti Belanda dan NZAid. Selain itu IOM juga menarik tenaga ahli dari beberapa negara anggota PBB termasuk mereka yang berpengalaman dalam Polmas.
Perbedaan lain yang penting dalam perbandingan IOM dan Kemitraan adalah IOM benar-benar sebagai lembaga implementator sementara Kemitraan (sampai 2006) masih berposisi sebagai lembaga Grant Maker yang tergantung pada proposal mitranya terutama dari Polri. Puncaknya pada tahun 2008, Kapolri mengeluarkan Perkap tentang Polmas di mana sebelumnya Polri didukung IOM menerbitkan panduan Community Policing dan buku panduan lain seperti Hak Asasi Manusia yang ditandatangani oleh Kapolri Jendral Soetanto (2005-2007) pada waktu itu. 
5.1.2 Keefektifan : kurang efektif
Dari ‘Chart 1 Ringkasan capaian proyek-proyek tata pemerintahan kepolisian (2001-8)’ tampak bahwa ‘good practices’ dicapai pada proyek –proyek di bawah program pembangunan SDM termasuk proyek Pengembangan Kurikulum Bintara (PR| 0172: 2004). Di luar itu proyek legislasi Qanun tentang Kepolisan Aceh (PR|01780: 2003) dan proyek bantuan teknis untuk Pencetakan Buku Panduan Polisi dalam Pemilu 2004 (PR|02151: 2004) sebagai bagian dari Operasi Mantap Brata.
Chart 1 Ringkasan capaian proyek-proyek tata pemerintahan kepolisian (2001-8)
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa diantara 40 proyek, tabel berikut merangkum keempat intervensi besar beserta hasil penilaian evaluator
Tabel 14 Ringkasan Perbandingan 4 Program utama

	
	‘Woman in Police’

	Pembangunan SDM:  pengawasan (PSRB)
	Pembangunan SDM: Manajemen berbasis Kinerja
	Penguatan Sistem Manajemen Keuangan

	Pelaksana proyek
	LBPP DERAP Warnasari
 Danida
	Bidang SDM Polri dan LPPsi-UI
	Bidang SDM Polri dan LM-FEUI
	LPEM-UI

	Durasi proyek-proyek terkait
	2003-6 (3 tahun)
	2004-8 (4 tahun) - berkelanjutan
	2003-4 (1 tahun)

	Besaran Dana (total proyek terkait) - IDR
	
	
	
	2,1 milyar

	Need Assesment/ analisa situasi
	Penelitian tentang ketimpangan gender dan pemetaan terhadap proporsi Polwan
	Pemetaan terhadap penyimpangan dan keluhan peluang
	Analisa sistem manajemen Polri dan pemetaan masalah untuk
	Analisa terhdap sistem keuangan Polri dan pemetaan masalah.

	Relevansi
	Penyetaraan gender dan perlunya perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak-anak korban kejahatan.
	Bagian dari transparansi dan akuntabilitas sistem rekrutmen dan seleksi SDM.
Kolaborasi penuh Polri dan mitra.
	Bagian perwujudan rencana pengembangan SDM Polri 2005-2009.
Kolaborasi penuh penerima manfaat dan mitra.
	Bagian dari kebijakan pemerintah tentang penganggaran berbasis kinerja untuk efektifitas dan dan mencegah kebocoran.

	Capaian utama
	RPK diperkenalkan di beberapa wilayah Polda.
Rekomendasi riset untuk menginklusifkan SPN dan membuka akses perempuan untuk rekrutmen  Polwan.
	Perubahan instrumen test seleksi.
Pemapanan Sistem Rekrutmen dan Seleski Bintara dan penyusunan SOP BINTARA.
Perubahan kelembagaan dan kebijakan.
Pengakuan dan partisipasi publik.
	Proyek uji coba SPK dilaksanakan. Tanggapan positif jajaran dan pimpinan Polri untuk menerapkannya.
Belum ada perubahan kebijakan.
Pengakuan publik.
	Rekomendasi Penerapan Sistem Menejem Keuangan berdasarkan Anggaran.
Tidak ada perubahan kebijakan.

	Keberlanjutan
	Rekomendasi tidak ditindaklanjuti dengan kebijakan afirmatif untuk kesetaraan perempuan dan
	Pembentukan Forum Pengawas Eksternal di setiap Polda dan jaringan nasionalnya.

	Komitmen Polri belum tertuang dalam kebijakan nasional.
Agar dapat efektif diterapkan harus dilanjutkan dengan perubahan sistem jalur karir dan renumerasi.
	Belum ada kebijakan (?) untuk menerapkan panganggaran berbasis kinerja, dan SOP Keuangan yang baru.

	Dampak reformasi
	Tidak menyumbang pada penyetaraan gender 
	Reformasi SDM dan pengauatan pengawasan.
	Reformasi SDM: titik kitis untuk peningkatan kinerja Polri.

	Pengembangan  menejeman keuangan sesuai dengan aturan pemerintah (ABK)

	Rating
	Fair
	Good practices
	Good practices
	Fair


5.1.3 Perbandingan pendekatan sebelum dan sesudah renstra
Tabel Perbandingan pola intervensi sebelum tahun 2006 dan sesudah Renstra (setelah tahun 2006) dengan aspek-aspek sebagaimana Tabel 15 di bawah. Dari sini tampak bahwa kendali proyek di masa datang akan bergeser pada peran manajemen Kemitraan. Ini menuntut kesiapan Kemitraan di bidang perencanaan dan perancangan program/ proyek agar lebih komprehensif dan tidak hanya memenuhi kebutuhan mitra tetapi langkah yang strategis yang menggabungkan semua hasil keluaran dan konteks proyek-proyek terdahulu. 
Kurangnya perencanaan yang komprehensif terlihat pada Renstra 2007-12 yang belum diturunkan lebih rinci menjadi suatu rencana program dengan kelengkapan kerangka kerja berdasarkan hasil serta logframenya.
Tabel 15 Perbandingan pola intervensi sebelum (< 2006) dan sesudah Renstra (>2006)
	
	Sebelum 2006
	Sesudah 2006

	Prakarsa dan pengajuan proposal
	Lebih banyak berasal dari penerima hibah. Kemitraan berfungsi sebagai grant maker (pemberi hibah). 
	Renstra menjadi pedoman untuk memilih atau menentukan proyek-proyek yang dipandang strategis.

	Perencanaan dan perancangan proyek
	Sebagian besar pada mitra atau penerima hibah. Hanya beberapa proyek direncanakan dan dirancang bersama.
	PMU mengarahkan dan bersama penerima hibah menyusun proposal dan rencana kerja.

	Kendali proyek
	Sebagian besar pada mitra atau penerima hibah. Kendali hanya pada pelaporan keuangan.
	Perubahan struktur program memperkuat kendali pada menajemen Kemitraan.

	Pengelolaan proyek
	Seluruhnya pada mitra dan/atau penerima hibah. 
	Mitra dan/atau penerima hibah. PMU melakukan supervisi pelaksanaan proyek.

	Pemantauan dan evaluasi proyek
	Dilakukan bidang M&E.
	Dilakukan bidang M&E dengan perangkat pemantuan yang lebih terpercaya dan absah (BOR, Laporan dua bulanan, laporan tengah tahunan, Laporan evaluasi)


6 Rekomendasi
Tentunya untuk menindaklanjuti program-program ini haruslah disadari tantangan-tantangan dalam isu polisi baik secara lembaga maupun individu sehingga Kemitraan bisa menjadi lebih bijaksana di dalam memilih intervensi yang strategis.
Tantangan dalam isu polisi

Masalah umum yang dihadapi dalam reformasi internal kepolisian, beberapa di antaranya yang terpenting sebagai berikut:
 

· Ideologi militer cukup kuat melekat dalam sistem pendidikan, organisasi dan manajemen serta sistem operasional.

· Pengorganisasian sentralistik cenderung membangun kekuatan birokrasi kepolisian yang lebih dominan dihadapkan kepada masyarakat.

· Komunitas POLRI lekat ke militer bukan ke komunitas polisi lainnya, seperti pamong praja, imigrasi, bea cukai, polisi kehutanan, satpam dan lain-lain.

· Syarat rekrutmen personel belum berdasarkan kebutuhan faktual sesuai dengan tuntutan masyarakat.

· Penganggaran sentralistis dan budget oriented tidak memacu prestasi kerja justru membuka peluang terjadinya korupsi di setiap tingkatan organisasi.
6.1 Khusus
6.1.1 Legislasi undang-undang dan peraturan/ kebijakan
Reformasi Polri Menyangkut tiga aspek yakni structural, budaya, dan  menejerial. Dalam UU 2/2002 disebutkan bahwa Polri berperan selaku pemelihara Kambtibmas, penegak hukum serta pelindung , pengayom, dan pelayan masyarakat. Polri tidak hanya berkiblat pada hukum dan perundangan nasional, tetapi juga mengikuti prinsip-prinsip universal yang berlaku dalam perpolisian internasional.

Dalam hal intervensi Kemitraan dalam hal legislasi dan pembuatan kebijakan, dapat dilihat pada Tabel 3 Program Legislasi dan Penyusunan Peraturan/ Kebijakan (2001-5). Di mana ada 6 [proyek dengan capaian antara lain: rancangan Perda, buku putih, Rancangan Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah/Qanun di Aceh, Naskah Akademik dan kerangka dasar Perda Khusus di Papua.
Dari kelima capaian ini, hanya satu Perda yang berhasil dikeluarkan. Selebihnya adalah Naskah Akademik dan Rancangan. Selain itu, realitas intervensi dalam bidang kebijakan juga merupakan bagian yang relatif kecil dibanding dengan intervensi lain (dibanding capaian hasil di tingkat individual dan institusi) Kemitraan selama 2001-2008.
Selain itu semua (6) proyek ini terjadi pada masa 2001-2006 di mana Kemitraan masih dalam model grant maker. Memang sudah ada satu lagi kebijakan yakni dalam bidang Rekrutmen Bintara, namun itu terjadi setelah masa Renstra 2007.
Karena masih banyak masalah kebijakan yang menyertai UU 2/2002, maka penting bagi Kemitraan mempertimbangkan intervensi dalam bentuk legislasi dan pembuatan peraturan. Dengan kata lain, capain yang diharapkan harus lebih intensif pada perubahan kebijakan, tak sekadar insitusi dan individual.
6.1.2 Perpolisian masyarakat
Sebagian proyek yang masih bisa dijalankan ke depan adalah memodifikasi program di Papua dan Kaltim, yakni menyangkut Polisi dan adat istiadat. Jika perlu, Kemitraan dapat melakukan uji coba pemasukan SOP yang menyandarkan pada adat istiadat tanpa harus mengurangi prinsip tugas Polisi berdasarkan mekanisme Nasional. IOM sebagai lembaga ‘kompetitor’ belum menempatkan program utamanya di dua daerah itu. Kalaupun ada persinggungan, Kemitraan dapat memfokuskan pada isu adat istiadat. (misal di Kaltim: adat suku Dayak, di Papua adat Asmat, Dhani, dan Comoro).
DI NTB peluang intervensi dapat juga dilakukan namun perlu didukung oleh semacam MOU yang lebih mengikat pada institusi Polda tanpa harus melihat pada pejabat yang sedang memegang posisi (terutama isu pergantian Kapolda). Untuk itu, perlu dukungan penuh sesuai struktur hierarki yang masih berlaku, serta adanya regulasi/kebijakan dari Pusat (Mabes Polri).
Beberapa program yang bisa dijalankan berdasarkan 7 proyek 2001-2006 adalah:
· Wadah pertemuan Masyarakat dan Polisi melalui Media popular interaktif. Hal ini mengaca pada pengalaman proyek Police goes to kampung yang mendapatkan sambutan dari masyarakat serta mencairkan hubungan kaku antara polisi dan masyarakat. Program ini penting, mengingat sampai 1-2 tahun terakhir, survei berbagai lembaga menyajikan persepsi masyarakat yang miring tentang polisi (tidak profesional, korup, dan tidak menyelesaikan masalah)
· Selain itu program Polmas dapat kembali dijalankan dengan catatan tetap melihat intervensi lembaga lain (terutam IOM). Panduan atau implementasi Perkap Polmas yang telah keluar 2007 salah satunya. Menurut pemantauan kami, IOM juga mau menjalankan implementasi Perkap ini walaupun belum menentukan bentuk intervensinya.
 Namun PGRi tampaknya lebih punya landasan untuk intervensi dalam tingkat implementasi Polmas karena sudah pernah melakukan berbagai aktivitas pencarian karakteristik lokal pada kurun 2001-2006 (lihat aktivitias di Papua dan Kaltim).
· Dengan sedikit perbaikan juga perhatian pada karakteristik lokasi dan masyarakat adat, program community policing harusnya bisa menjadi program andalan terutama pada wilayah khas seperti di Kaltim dan Papua yang masih diwarnai hak ulayat. Hanya saja, khusus untuk Papua patut dipikirkan sebagai asumsi kritis adalah potensi konflik vertikal antara masyrakat dengan negara (Otonomi vs Merdeka). Artinya, Kemitraan bisa memilih beberapa wilayah yang relatif siap dan tidak berpotensi konflik.
· Tambahan terakhir tapi tak kalah penting, program Polmas harus pula memperhatikan kekhasan adat dengan perlakuan pada kelompok minoritas agama. Ini menyangkut soal ide Polmas sendiri. Jangan sampai masyrakat dibeirkan kekuasaan untuk melakukan Penegakan Hukum atas nama adat/agama. Contoh kongkrit: perlakuan polisi pada Jemaat Ahmadiyah dan adat dalam beberapa hal tertentu sangat berbeda. Artinya, jangan pula atas nama kekhasan adat/agama menjadikan terdinya pelanggaran hak non-derogable (hak hidup, hak untuk disiksa, hak berkeyakinan, dan hak mendapat perlakuan hukum yang sama).
6.1.3 Penyetaraan Gender
Beberapa program yang berhenti, misalnya penguatan Polwan, sebaiknya dilanjutkan dengan menggunakan hasil terakhir program pra-Renstra. Beberapa hasil yang bagus seperti hasil riset data dasar dan hasil pemetaan masalah di lapangan, termasuk beberapa rekomendasi dapat dilanjutkan. Ini penting, agar setidaknya bisa menghasilkan kesepakatan dari INPS seberapa jauh mereka berkeinginan melakukan perubahan. 
Kemitraan diharapkan dapat mengintensifkan Intervensi dalam penguatan isu gender di dalam Polri. Beberapa cara adalah menggunakan kerjasama CSO, serta pengawasan baik dari internal (KOMPOLNAS) maupun mekanisme pengawasan DPR. Salah satu tantangn terberat memang penolakan Polri untuk mengafirmasi Gender mainstreaming di Polri. Namun intervensi multi lini seperti pendidikan, pengawasan, dan lobby pada penentu kebijakan harusnya dapat menghasilkan perubahan.
6.1.4 Pengawasan
Meletakkan fungsi pengawasan hanya pada Kompolnas tampaknya tidak akan efektif karena mandatnya yang lemah dalam UU Kepolisian.  Karena itu, dapat didorong pengawasan sipil (civilian oversight) melalui DPR (Komisi III) dan masyarakat. Di masa mendatang Kemitraan dapat membangun relasi dengan Parlemen di pusat maupun daerah, dengan melibatkan masyarakat (ormas/NGO). Studi-studi sebelumnya tentang kapasitas DPR dalam pengawasan menunjukkan belum adanya tingkat yang memadai untuk pengawasan. Namun penting untuk memanfaatkan mandat konstitusional DPR dalam mengawasi kinerja Polri.
Selan itu,  belajar dari proses sebelum Renstra, yakni pentingnya partisipasi publik maupun CSO dalam terlibat dalam pengawasan Polri. Karena itu penting pula intervensi penguatan CSO dalam pengawasan eksternal Polri.
6.1.5 Pengembangan SDM
Kemitraan tetap mengamibil porsi intervensi dalam reformasi internal Polri ( pembangunan manejemen). Namun demikian di beberapa titik tetap perlu mengambil aras Kebijakan. Misal, soal Kompolnas, Polwan, dan Penilaian Kinerja, tetap diperlukan aras Kebijakan. Sehingga kompetensi lobby dan penyusunan kebijakan/alternative kebijakan dibutuhkan dalam institusi Partnership.
6.2 Umum
Kemitraan disarankan untuk mengembangkan strategi yang seimbang secara eksternal dan internal. Bila melihat pola sebelumnya, pemilihan mitra condong terkonsentrasi pada internal institusi Polri. Padahal perubahan kelembagaan Polri juga tergantung pada tekanan eksternal dan peran CSO seperti terekam dalam jejak reformasi 1998 dan reformasi Polri. Artinya, tak mungkin mengubah Polri tanpa ada partisipasi yang lebih luas dari kekuatan luar Polri yakni kalangan masyarakat.
Kemitraan mulai mendesakkan suatu target perbaikan terutama dalam kompentensi Kemitraan: good governance, human rights, dan demokrasi. Polri sebagai mitra utama harus pula dapat membuktikan perubahan baik di kebijkan maupun implementasi. Sebagai contoh: label institusi terkorup harus dihapus dalam waktu 3-5 tahun mendatang.
 
Karena itu sesuai dengan prinsip take and give, Kemitraan harus berani melihat kesiapan Polri sebagai sebuah institusi yang dapat menepati janji-janjinya guna menginstitusionalisasi keluaran-keluaran proyek hasil kerjasama dengan Kemitraan.

Seperti tampak pada Bagan Rencana Hasil dari Renstra 2007-11 (lihat Lampiran) capaian yang direncanakan dalam Tata Pemerintahan Kepolisian mencakup 3 program, yakni (i) perpolisian masyarakat,  (ii) keberlanjutan pengawasan internal maupun eksternal, dan (iii) perpolisian berwawasan lokal. 

Dalam Renstra tersebut tidak ada lagi dukungan bagi  program pengembangan SDM dengan sistem manajemen berbasis kinerja. Padahal sebagaimana temuan evaluasi ini, keberlanjutan dan dampak SMK bagi peningkatan kinerja Polri juga bergantung pada perbaikan di dalam sistem jalur karir dan renumerasi.  Jika Kemitraan ingin melanjutkan program ini maka terdapat dua hal yang harus diperoleh yaitu:

1. Komitmen dari Kapolri untuk menginstitusionalisasi sistem SDM yang direkomendasikan Kemitraan dan Psiko UI.

2. Fokus pada pembuatan jalur karir dan renumerasi

Tanpa dua faktor ini, Kemitraan akan menyia-nyiakan semua bantuan dalam bidang SDM yang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun.

6.2.1 Usulan perbandingan 
Beberapa saran khusus berikut dapat dipertimbangkan:
· Gender trajectory:  traject ini dibutuhkan mengingat kelangkaan intervensi yang berkaitan dengan gender sensitive dengan hasil yang didapatkan (kecuali RPK peningkatan jumlah Polwan dan pembentukan Sekolah khusus tidak berlanjut). Kemitraan dapat memprakarsai pembentukan kelompok kerja untuk mengarusutamakan gender di Kepolisian.
· Oversights trajectory: mengingat banyaknya penyimpangan dan potensi pelanggaran.
 Selama ini pengawasn eksternal masih dijalankan oleh Police Watch namun setelah 2005 pengawasan berkurang karena masalah keberlanjutan NGO tersebut. Karena itu, pengawasan eksternal perlu diperkuat kembali. Selain itu pengawasan eksternal diperlukan terutama berkaitan dengan pengawasan internal yang kini berdasar UU dilimpahkan pada Kompolnas. Disarankan  Kemitraan dapa medorong pembentukan kelompok atau jaringan organisasi  yang mengawasi kinerja kepolisian secara eksternal. 
· Policy reforms trajectory: capian di tingkat perubahan kebijakan dalam proyek-proyek selama 2001-7 relatif terbatas. Berkaitan dengan potensi pelanggaran dan hasil pemantauan, traject ini dapat menjadi tindak lanjut dari hasil/ dinamika yang berkembang dalam hasil pemantauan internal maupun eksternal.  Kemitraan dapat mendorong adanya kelompok di internal Polri maupun para Pakar dan perwaklilan masyarakat yangmengawasi terbentuknya kebijakan baru di tingkat internal Polisi maupun kebijakan lain yang berdasarkan urutan perundangan yang berlaku di indoneisa (UU, Perda, Perkap, dsb). Salah satu contoh gugus kerja gabungan para pihak adalah pembentukan Kelompok Kerja Alternatif Kebijakan Polri. 
6.2.2 Perencanaan dan Perancangan Program
Dalam hal perencanaan dan perancangan , ada baiknya Kemitraan mengaitkan diri dengan hasil pemetaaan Pemain yang mengintervensi dalam reformasi Polisi. Contoh: IOM, Yayasan Tifa, The Asia Foundation, dan lembaga lain baik sebagai impementator murni, Donor, atau gabungan keduanya.
 
Sebagai contoh, dalam isu Perpolisian Masyrakat, IOM sudah berhasil menjadi aktor penting dalam lahirnya kebijakan Perkap Perpolisian Masyarakat, namun dalam hal impementasi kebijakan masih terbuka kemungkinan Kemitraan terlibat.
Selain itu, dinamika intervensi pada Polri tak terlepas dari beberapa isu strategis yang cross cutting dengan isu keamanan lainnya seperti di antaranya soal:
· penyatuan kembali fungsi Keamanan dan Pertahanan (contoh debat RUU Keamanan Nasional)

· Intelijen dan anti terorisme yang sering menyulitkan posisi polisi dan lembaga non yudisial dalam hal penegakan hukum (penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan).

· Lemahnya implementasi kebijakan INPS, UU, dan Prinsip internasional yang telah diratifikasi. Gap antara Kebijakan dan implementasi ini berkaitan erat dengan potensi pelanggaran HAM baik dalam pengertian commission dan ommission.
 Dengan kata lain, Kebijakan saja tak cukup untuk menunjukkan bahwa Reformasi Polisi sudah berjalan, namun lebih penting untuk mengimplementasikannya hingga citra Polri dapat meningkat di mata masyarakat.
Lebih lanjut, mengenai proses perancangan program, partisipasi publik sebaiknya menjadi sumber penting. Melihat proses pada masa grant maker (2001-2006), prakarsa proyek lebih banyak dilkukan oleh pihak Polri. Hal ini dapat dipahami mengingat posisi Kemitraan sebagi grant maker. Namun demikian dalam perkembangan pasca 10 tahun reformasi, yang diperlukan adalah agar Reformasi Polri dapat memenuhi tuntutan masyarakat sebagai pembayar pajak dan stakeholder terpenting Polri. Salah satu caranya adalah melalui  pemetaan berkesinambungan terhadap aspirasi tersebut, misalnya dengan FGD atau mewawancarai orang-orang kunci di dalam Polri, di NGO, masyarakat umum, memantau media (terutama yang punya rubrik Hukum), serta para pensiunan Polisi yang memiliki rekam jejak yang baik.
6.2.3 Pemantauan dan evaluasi
Terkait pemantauan dan evaluasi, penting untuk melibatkan masyarakat sipil (CSO dan NGO). Dari program 2001-2008, sangat terlihat bahwa pemilihan mitra-mitra Kemitraan lebih berat pada mitra dari kalanan pemerintah/ negara. Memang bahwa kemitraan pada pihak negara penting, namun patut diperhatikan luasan partisipasi masyarakat dalam perubahan polisi. Berkaitan dengan peran lembaga negara, penting pula untuk memasukkan DPR dalam kerangka civilian oversights sebagai salah satu baseline pemantauan dan evaluasi program Polisi di Kemitraan.
Kemudian, dalam hal indikator pemantauan dan evaluasi, Kemitraan dapat menggunakan beberapa kerangka dalam mengukur keberhasilan/dampak proyek/ program secara menyeluruh seperti halnya dalam kerangka evaluasi ini, yakni sbb: relevansi, kehasilgunaan, keberlanjutan, dan dampak.

Beberapa tambahan alat ukur menyangkut dampak strategis dan jangka panjang, dapat dilihat dari beberapa hal yang umum dilakukan di negara demokratik seperti diajukan oleh Ball, Bouta, dan van de Goor. Mengenai “The qualification on judging the success of the security sector reform appointed by the seven components: 

· The order of the regulation on law based on the rule of law.
· The ability construction of the policies-development, to arrange the defense and security planning.
· The policies implementation.
· The realization of the professional oversight-actor
· The oversight ability and effectiveness 
· The management of the logical and proportional budget
· The settlement on the case of human rights violation.
Dari 7 pisau analisis di atas, diharapkan pola monitoring dan evaluasi Kemitraan terhadap program Polisi dapat menyentuh esensi reformasi sektor keamanan, termasuk cross cutting terhadap isu-isu demokrasi, HAM dan good governance.
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� Lihat “Laporan Akhir Project Documentation (2005)”


� Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, “Memacu Pembaruan Tata Pemerintahan: Laporan Tahunan 2007”, hal. 40.


� Lihat Lampiran A ‘Database Proyek-proyek SJG 2001-2008’ yang dikelompokkan kembali  oleh evaluator berdasarkan kriteria ‘bidang tujuan proyek’ dan kesesuaiannya dengan wilayah ‘intervensi’ program Governance in Police dalam Renstra 2007-2011.


� Lihat matriks rencana dan timeline SJG pada dokumen ‘Renstra Kemitraan 2007-2011’ yang dipaparkan dalam bentuk bagan hasil (Lampiran B).


� Lihat Lampiran B: ‘Daftar Wawancara’


� Bagi proyek-proyek SJG  sebelum 2005 (saat pendokumentasian dilakukan), isian masih kosong karena tidak ditemukan dokumentasi proyek atau laporan lengkapnya. Untuk proyek-proyek tahun 2005 karena proyek masih berlangsung. 








� Lihat Lampiran A: Daftar Ringkasan Proyek Kemitraan 2001-2008, yang telah diklasifikasi berdasarkan ‘wilayah intervensi’.


� Dalam hampir semua wawancara yang menyinggung Kompolnas, kritik terhadap keterbatasan wawenangnya untuk menerima pengaduan kasus, melakukan penyelidikan dan menindak lanjuti pengaduan/ keluhan, selalu dikemukakan.


� Kemudian diperbarui dengan UU No.32/2004 tentang Otonomi Daerah.


� Tambahan penilaian evaluator


� Penilaian evaluator


� Penilaian evaluator


� International Organisation of Migration (IOM) dan The Asia Fundation (TAF) juga memberikan dukungan dan kerjasama dengan Polri pada proyek-proyek perpolsian masyarakat di beberapa daerah.


� Melalui Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/737/X/2005 (13 Oktober 2005).


� Wawancara dengan Adrianus Meliala, Senior Programme SJG (2001-2007), 03 Desember 2008, Jakarta.


� Wawancara dengan Adrianus Meliala, Senior Programme SJG (2001-2007), 03 Desember 2008, Jakarta.


� Wawancara dengan Adrianus Meliela, Senior Programme SJG (2001-2007), 03 Desember 2008, Jakarta.


� Wawancara dengan Adrianus Meliela, Senior Programme SJG (2001-2007), 03 Desember 2008, Jakarta.


� Wawancara dengan Prof Adrianus Meliela, Senior Programme Adviser S&JG (2001-2007), 03 Desember 2008, Jakarta.


� Hasil kunjungan lapangan ke Polres Tanah Karo.


� Wawancara dengan Nursyahbani Katjasungkana, SH, 12 Desember 2008, Jakarta.


� Wawancara dengan Prof Adrianus Meliela, Senior Programme Adviser S&JG (2001-2007), 03 Desember 2008, Jakarta.


� Wawancara dengan Adnan Pandupradja, anggota Kompolnas, Mantan POLWATCH, Komisioner Kompolnas, Jakarta, 15 Desember 2008.


� Wawancara dengan Nursyahbani Katjasungkana, SH, 12 Desember 2008, Jakarta.


� Dalam merespon hasil riset dan rekomendasi tentang Peningkatan Keterlibatan, seperti diceritakan Nursyahbani, Kapolri saat itu (Jendral Soetanto) menyatakan mengapresiasi namun tidak menjanjikan adanya kebijakan dalam masa jabatannya.  Wawancara dengan Nursyahbani Katjasungkana, SH, 12 Desember 2008, Jakarta.


� Lihat Renstra SDM Polri 2005-6.


� Wawancara dengan Brigjen (Pol) Budhi Santoso Karo Jianstra SDM Polri, Jakarta, 12 Desember 2008


� Misalnya pengakuan Kapolda Jatim Irjen Pol Herman S. Sumawiredja dalam sklandal tes penerimaan masuk calon bintara di Polwil Madura (�HYPERLINK "http://www.surabayapagi.com/redesign/index.php?p=detilberita&id=11208"�http://www.surabayapagi.com/redesign/index.php?p=detilberita&id=11208�). 


� Wawancara dengan Kapolda 


� Wawancara dengan seorang narasumber yang menjadi anggota Pengawas Eksternal dalam rekrutmen dan seleksi Calon Bintara. Demi etika, tidak disebutkan identitasnya di sini.


� Juga kemudian dalam kurun waktu proyek ini dijalankan mengacu pada UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara (State Tresaury).


� Wawancara dengan Adrianus Meliela, Senior Programme SJG (2001-2007), 03 Desember 2008, Jakarta.


� Wawancara dengan Adrianus Meliela, Senior Programme SJG (2001-2007), 03 Desember 2008, Jakarta.


� Agung Supranato (rewriter), “Research Report LPEM FEUI, Polri: Financial Management Reform” (Popular Edition), May 2005. H.28-35.


� Wawancara dengan Adrianus Meliala, Senior Programme SJG (2001-2007), 03 Desember 2008, Jakarta.


� Rencana startegis dan aksi yang disarankan LPEM FEUI (2004) mencakup: (i) penyusnan strategi perencanaan dan pengelolaan anggaran melalui penerapan Logical Flow Progrm (PBL) dan Performance Based Budget (ABK); (ii) penyusunan prioritas strategis program dan kegiatan kebijakan; (iii) penyusunan strategi indeks anggaran yang realitis melalui kegiatan Analisa Biaya guna mendukung penganggaran yang sesuai dengan pelaksanaan progran dan keiatan Polri; (iv) penyusunan strategi pengelolaan kedaruratan guna mendukung perwujudan kegiatan Polri yang tak terencana, mendadak dan mendesak; (v) 


� Wawancara dengan Dyah Susilowati, SH. Koordinator Kontras Sumut, 27 Nopember 2008, Medan.


� Wawancara dengan AKBP Agus, Kapolres Tanah Karo, 25 Nopember 2008, Polres Tanah Karo.


� Wawancara dengan Adnan, anggota Kompolnas, mantan POLWATCH, 15 Desember 2008, Jakarta.


� Wawancara dengan AKBP Agus, Kapolres Tanah Karo, 25 Nopember 2008, Polres Tanah Karo.


� Wawancara dengan Adnan Pandupradja,	anggota Kompolnas, Mantan POLWATCH, Komisioner Kompolnas, Jakarta, 15 Desember 2008


� Wawancara dengan Adrianus Meliela, Senior Programme SJG (2001-2007), 03 Desember 2008, Jakarta.


� Lihat misalnya kritik Indira Samego, “Peran Polri dalam Kerangka Kerja Siste Keamanan Nasional”, makalah, tanpa tahun (2007), h.14.


� Laporan


� Tidak seluruh Proyek-proyek ‘Reformasi Kepolisian’ ini dinilai dalam rating atau skoring. Penilaian hanya berdasarkan dokumen dan data yang tersedia lengkap berupa dokumen proposal, laporan akhir, berkala dan pemantauan. Proyek-proyek 2001-2005 berdasarkan penilaian dalam ‘Proyek Pendokumentasian Kemitraan’ (2005). Sembilan (8) proyek pada kurun 2005-8 tak memiliki dokumentasi ringkasan laporan yang lengkap. Proyek Pengembangan Sistem dan Instrumen Selksi Bintara (PR|02148: 2004) termasuk dan dilanjutkan dalam BINTARA (7a |SJG 06). Walaupun demikian, Lampiran C ‘Ringkasan Laporan Pemantauan Proyek 2001-8’ mengisi kekurangan tersebut.


� Rumusan masalah reformasi internal Polri ini diadopsi dari “Rekomendasi Arah Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Serta Penegakan Hukum Working Group on Security Sector Reform”, Monograph No-4, 27 Januari 2005, Propatria Institute, Jakarta, hal 28.


� Lihat sambutan Kapolri Soetanto, hal iii, Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri, Polri didukung Oleh Kerajaan Belanda dan IOM, 2006.


� Informasi dari pelaksana Program Polisi di IOM, Desember 2008.


� Pada 2004, Kemitraan dan PTIK Polri telah menerbitkan buku berjudul “Polri dan KKN”. Tanpa Tahun, Tanpa Nama Penulis. Dalam pengantarnya . Menarik apa yang dikatakan HS Dillon dalam pengantarnya,” …amatlah mustahil suatu organisasi penegak hukum dan pemelihara ketertiban dengan kewenangan kepolisian yang begitu besar, bias bersih sendirian di tengah masyarakat yang demikian korup…”. Lihat hal 3 pada buku ini yang merupakan tengara Kemitraan terhadap kemungkinan Polri mengalami persoalan KKN di dalam tubuhnya sendiri.


� Polisi sudah cukup baik mengadopsi prinsip-prinsip internasional: seperti - pedoman perilaku bagi aparat penegak hukum (1979), - Kumpulan prinsip untuk perlindungan semua orang saat Penahanan dan Pemenjaraan (1988), - Prinsip dasar mengenai penggunaan kekuatan dan senjata api oleh Aparat Penegak Hukum (1990). Ketiganya sudah menjadi bahan referensi wajib setidaknya dalam pendidikan Perwira Polri atau SPN. Masalahnya: Prosedur tetap (SOP) belum mengimplementasikan degan prinsip-prinsip tersebut. Buktinya: masih banyak kasus penyiksaan di lapangan, (lihat http://groups.yahoo.com/group/indonesian-studies/message/4556).


� Ada beberapa kelompok yang memerhatikan Reformasi Polisi, seperti Propatria, Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil (dalam kaitan pemantauan Program Anti terorisme di Indonesia), serta Koalisi Reformasi Sektor Keamanan (RSK).  


� Tiga karakter yang muncul dalam RUU KAMNAS saat ini adalah Pasal yang berkaitan dengan penempatan institusi kepolisian harus di bawah suatu depertemen tertentu, yang ditengarai berpotensi dengan Pasal-pasal kudeta, serta Pasal yang berkaitan dengan keteribatan TNI dalam masalah-masalah keamanan internal (keamanan dalam negeri).


� Kemitraan dan salah satu mitranya Imparsial, pada 2008 mengadakan riset tentang intrusi Negara yang menemukan bahwa tidak ada kesamaan tentang pola intrusi Negara dalam wilayah pribadi. Penelitian ini juga menemukan kebutuhan pentingnya mekanisme komplain warga atas kewenangan aparat keamanan dalam penanganan terorisme pasca UU Anti terorisme 2003.


� Perlunya evaluasi dan perbaikan protap yang langsung terkait dengan prinsip-prinsip internasional: seperti: Pedoman Perilaku bagi aparat penegak hukum (1979); Kumpulan prinsip untuk perlindungan semua orang saat Penahanan dan Pemenjaraan (1988), Prinsip dasar mengenai penggunaan kekuatan dan senjata api oleh Aparat Penegak Hukum (1990).


� Lihat penjelasan indicator ini pada pembahasan Pendahuluan.


�  Lihat  Bicole Ball, Tsjeard Bouta, and Luc van de Goor, Enhancing Democratic Governance of the security sector, An Institutional Assessment Framework (The Hague: Ministry of Foreign Affairs, The Netherlands, 2003)
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